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ABSTRACT

THE IMPLEMENTATIONS OF FOREST MANAGEMENT
POLICIES AFTER THE STIPULATION OF LAW NQ. 2372014 IN
THE WEST SUMATRA PROVINCE.

Yunaidi
yvanaidiarrigoua vahoo co.id
Graduate Program
Indonesia Open University

The palicies applied within the Law number 23 of 2014 has reinstated the forest
authority from regency/municipal to the provincial and central government. The
West Sumatra government has operated this Act by implementing the Governor
regulation number 75 of 2017 by cstablishing 10 FMU units. These FMUS
administrate the farest management, provide services to communities in their
respective regency and resolve some forest constrains emerging at the local level.
The purposc of this research is to analyze the implementation of forest management
policics and elucidate the role of FMUJs in forest management after the enactment
of Law number 23 of 2014 in West Sumatra Province, The rescarch method used
is descriptive with a qualitative approuch by applying observation methods.
interviews, content analysis and data collection. The purposive technique was
dirccted fo determine the type of respondents consisting of the Provincial Forestry
Service, the Region Devclopment Planning Board of West Sumatra, Production
FMU, Production FMU and Head of Nagari. The results show that the essential
factors that influence the triumphs of such law implementation are the
establishment of advantageous the Inter-institutional communications between the
provincial and local governments. the cleamess of job descriptions, supporting for
human resources such as FMU staff, facilitics. infrastructure, including the
sustainability of funding that was limited. The role of the FMU is significant to
manage forest annual managcment plans. utifization and exploitation of the forest,
rehabilitation, reclaination, security, protection. and conservation of natural
resources. Such roles were applied in term of optimizing forest management for
the prosperity of the local comununity. This research also recommends that
operational activities that have been conducted by the Provincial Forestry Service
could be reinstaled to the FMU units. Moreover, the head of FML is suggested to
have cntreprencurial skills in managing forests at the local level, Eventually, the
study also proposes to upgrade the FMU level from III B to Fehelon HI-A.

Keywords: Decentralization, Linplementation, Protection FMU. Production FMU,
Local level.
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ABSTRAK

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN HUTAN PASCA
DIBERLAKUKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014

DI PROVINSI SUMATERA BARAT

Yunaidi
vungidiarrigoia yahoo,co.dd

Program Pascasarjana
Universitas Terbuka

Kebijakan Ul Nomor 23 Tahun 2014 telah mengatur sejumlah kewenanupan
terutama penyerahan kembali kewenangan pengelolaan hutan dari Kabupaten'kota
ke provinsi dan pemerintah pusat. Pemda  Sumatera  DBarat  telah
mengimplementasikan kebijakan UU ini dan melalui Peraturan Gubernur Sumatera
Barat No. 75 Tahun 2017 telah menetapkan [ urut KPH vang akan menjalankan
fungsi pengelolaan hutan serta memberikan pelayanan kepada masyarakat di
kabupatenvkota serta mampu menyelesaikan pesovalan-persoalan spesifik pada
fingkat tapak. Twuan dar1 penehtian ini adalah menganalisa unplementasi
kebijakan pengelolaan hutan dan menjelaskan peran KPH dalam pengelolaan hutan
pasca diberlakukannya UU No 23 Tahun 2014 di Provinsi Sumatera Barat. Metode
penelitian bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan menggunakan
instrumnen  observasi, wawancara. analisa isi dan pengumpuian data. Teknik
menentukan informan secara Purpossive, berasal dari dinas kehutanan provinsi,
bappcda provinsi. KPHL, KPHP dan walinagar. Hasil penclitian menunjukan
sejumlah faktor keberhasilan implementasi yaitu terbangunya komuntkasi antara
pemda provinsi dan pemda kabupaten, adanya kejelasan tugas pokok dan fungsi,
dukungan sumberdayva scperti staf. sudah ada sarana dun prasarana termasuk
fasilitasi pembiayaan walaupun masih terbatas. Peran KPH sangat penting dan
strategts dalam penyvusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan dan
penggunaan kawasan hutan, rchabilitasi, reklamasi, pengamanan, perlindungan
dan konservasi daya alam dan scmua peran diatas adalah dalam rangka
mengoptimalkan pengelolaan hutan bagi kesejahteraan masyarakat. Penchitian ini
juga menyarankan agar kegiatan-kegiatan vang bersifat operastonal yang selama
ini dilaksanakan dinas kehutanan provinsi diserahkan kepada UPTD KPH. Kepala
KPH disarankan memiliki jiwa bisnis dalam mengelola hutan dan peningkatan
eselon Kepala KPH dart HI B ke Eselon {1 AL

Kata Kunei : Desentralisasi, Implementasi, KPHL, KPHD. tingkat tapak,

1
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokuasi Penelitian
1. Profil Hutan Sumatera Barat

Sumatera Barat adalah salah satn provinsi di Indonesia vang
berada di Pulau Sumatera dengan jumlah penduduk sckitar 5.4 juta jiwa.
Luas wilayah lebih kurang 4.2 juta hektar dimana 2.3 juta hektar berupa
hutan dan 0.1 hektar berupa lahan pambut. Sckitar 56,27 % dari luas
wilayah administrasi tersebut merupakan kawasan hutan negara sesuai
dengan Keputusan Menten Kehutanan No. SK. 35/Menhut-112013
tanggal 15 Januar: 2013, Kawasan hutan Sumatera Barat tersebut terdint
dari kawasan hutan untuk fungi konservasi, lindung dan produksi

schagaimana diuraikan pada dibawah ini.

Tabel 4.1
Luas Kawasan Hutan Sumatera Barat menurut Fungsinya

| No. ] Fungsi Kawasan Hutan | l.ua;c; (Ha)T
1 | Kawasan Suaka Alamf'Kawasaﬁ Pelestarian R06.939 ’
Alam (KSA/KPA) '

2. Hutan Lindung (HL) | 791 ..5?1 |
3. Hutan Produksi Terbatas (HPT) 233.211

] 4, | Hutan P-roduksi {HT} | N | 360.(&ﬁj
3. \ Hutan Pmduk;i Konscr‘;asi {(HPK) | Iﬂ?ifi?ﬂ

Sumber : Statistik Kementerian Liﬁgkungan Hidup dan Kehittanan (2017}
Berdasarkan kondisi tutupan lahannya menurut data statistik
Kementerian Lingkungan Hidup dan Keliwtanan (2017). Sumatera Barat

masih memiliki tutupan lahan bechutan sebesar 46% yang terdiri atas 14%

36
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hutan primer, 31,6% hutan sekunder dan 0,4% hutan tanaman. Tabel 4.2

dibawah ini menyajikan luas tutupan lahan hutan untuk masing-masing

kabupatcen/kota di Sumatera Barar,

Tabel 4.2
Luas Tupan Hutan Swmatera Barat Berdasarkan Per Kabupaten/Kota

36451

l

r' TutLipan HMutan {Ha)

No Kabupaten/Kota 301 6—F_20T';'j\20 [
E Kabupaten Agam 56314 | 55466 |
"2 Kabupatén Dhamasraya S9.300 . 57.9%% 53.394
El Kabupaten Lima Pulth Kota | [20418 | 114.936 ! 124285]

4 Kabupaten Padang Pariaman 25361 25810 [ 26210
— |

5 Kabupaten Pasaman

- .
3) Kabupaten Pasaman Barat

219868 . 219762 1 216.920
[ . N _

| 73120 74427 | ?5.3741

=
¢

Kabupaten Pesisir Selatan

l313.911 299,127 | 207.485

¥ | Kubupaten s ijjunjung

T 131262 124884 '128,859_‘

9 Kabupaten Solok

171.506 | 180,676 | 172,292 |

203598 | 168407 | 195308

(11

inKabupatcn Solok Sclatan
] Kabupaten Tanah Datar

—

2716 | 41214 42.4’1?’

12 - Kabupaten Kep. Metawai

_ | : '-
466.882 1 463.094 | 462.2631

£3 | Kota Bukittinggi

kil

y
!
|

14 ] Kota Padang

34.001 33.394 32.]7-’71

15, Kota Padang Panjang

L

i6 | Kota Parlaman

T

354 ?oﬁ} 346‘{

17 | Kota Payakﬁmbuh

L 19% 199 19ﬂ

18 | Kota Sawahlunto 2.190 2.319 2318 |
. I :
19 | Kota Solok ‘ 1.087 { 112§ | 934
I '

Sumber : Hasii Intcrprcfasi Peta Citra oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumbar  2019),
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Scbagian besar hutan Sumatera Barat berada puada wilayah
perbukitan dengan kelerenpan yang agak curam sampai dengan sangat
curam karena ketinggian Sumatera Barat umumnya sangat bervariasi

sebapatmana diuraikan pada Tabel 4.3 dibawal ini.

Tebel 4.3
Luas Hutan Sumatera Barat Berdasarkan Ketinggian,

F No ( Keﬁnggian (m dp'l-)‘ Luas (Ha) | Persentase (%)

1 0 - 100 1.286.793 30,64

2 {00 - 500 643.352 1532

3 500~ 1.000 1.357.045 32,31
4 [.000 — 1,500 ) 767.117 18.24 '

5 1,500 = 2.000 113116 S 269
6 " " Diatas 2.000 32377 0,77

Sumber : RPIMD Sumatera Barat Tahun 2616 — 2021

Dengan kondisi topografi tersebut diatas, potensi sumberdaya
alam yang terdapat di Sumatera Barat memiliki berbagai variasi
intensitas dan penggunuannya. Pada dataran rendah intensitas
pengpunaan lahan dapat lebih maksimal, sementara pada dataran tinggi
intensitas penggunaan lahan akan dihadapkan pada faktor pembatas
luhan, Dataran tingel Sumatera Barat sebagian besar merupakan jajaran
perbukitan dan pegunungan Bukit Barisan yang membentang dari Utara
hingga Sclatan Pulau Sumatera. Lahan yang ada pada Kkawusan
perbukitan dan pepunungan tersebut dengan kelerengan diatas 40%
tercatat lebih dari 1 juta hektar (RPIMD Sumbar 2016 2021),

2. Sejarah KPl Sumatera Barul
Berdasarkan Suorat dari Menteri Dalam Negeri tanggal [2 Jumi

2017 Nomor: 061/4336/0OTDA yang ditujukan kepada Gubernur

3¥
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Sumatera Barat, Kementernian Dalam Negeri telah melakukan analisa

dan ntenyetujui terhadap usulan pembentukan Unil Pelayan Teknis

Dacrah (1JPTD) Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) yvang diusulkan olch

Gubernur Sumatera Barat. Kementerian Dalam Negeri menvatakan

bahwa Gubernur Sumatera Baral dapat mnembenmk yaitu:

a. Unil Pelayanan Teknis Daerah KPH Pasaman Raya

b. Unil Pelayanan Teknis Daerah KPH Lima Puluh Kota

¢. Unit Pelayanan Teknis Daerah KPH Again Rava

d. Unit Pelavanan Teknis Daerah KPH Bukit Barisan

e. Unit Pelayanan Teknis Daerah KPH Sijunjung

f. L'mt Pelayanan Teknis Daerah KPH Solok

g. Unit Pelayanan Teknis Daeralh KPH Batang Hari

h. Unt Pelayanan Teknis Daerah KPH Dhartnasraya

i. Unit Pelayanan Teknis Daerah KP'H Pesisir Sclatan

3. Unit Pelayanan Teknis Dacrah KPH Mentawai
Dengan adanya surat dari Kementerian Dalam Negeri im menjadi

awal baru dalam pengelolaan kehutanan Sumatera Baral kedepannya

schingga hutan akan ferjaga dan terinteprasi dengan lebih baik.
Pembangunan KPII sebagar salah satu strategi pengelolaan hulan

1 tingkat tapak, saat ini sudah dijadikan scbapar sistem pengelolaan

hutan nasional.  Sebagai kebijakan nasional, maka masing-masing

daerah di Indonesia wajib mengimplementasikan kebijakan tersebut,

Dinas Kehutanan Pravinsi Sumatera Barat juga berupaya melakukan

pembangunan KPH pada kawasan hutan vang ada di Surnatera Barat.

39
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Futv point pembangunan KPH oleh Dinas Kehwanan Provinsi
Sumatera Barat berawal dari terakomodir dan terintegrasinva upaya
pecmbangunan  KPH dalam  Rencana  Strategis (Renstra) Dinas
Kchutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 dengan
mengalokasikan anggaran dan memberikan  target kinerja  atas
pelaksanaan pembangunan melalui UPTD KPH.

Schagai gambaran babwa melalui Renstra Dinas Kehutanan Tahun
2016-2021 pembangunag kehutanan dilaksanakan melalui 8 program
yang terdiri dari:

a. Perlindungan dan Konservasi Summber Daya Ilutan

b. Pengendalian Kcbakaran Huian.

¢. Rehabilitasi dan Pemulihan Cadanpan Sumber Daya Hutan.

d. Perencanaan Makro dan Pemantapan Kawasan Huian.

e. Perencanaan dan Pengembangan Hutan.

f. Rehabilitasi Hutan dan Lahan.

g. Pemantaatan Potensi Sumber Daya [lutan.

h. Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Dava Alam
dan Lingkungan Hidup.

Dari & program tersebut, UPTD KPH melaksanakan ¢ program
dengan rincian schagai berikut:

1) Perencanaan makro dan pemantapan kawasan hutan melalu
kegiatan: inventarisast potensi hasil hutan bukan kayu:
2) Perlindungan dan konservasi sumber daya butan, melalui kcgiatan:

¢ Pengamanan dan perlindungan hutan.
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4)

5}

6)

» Pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan,

» Pengendalian kerusakan hutan dan lahan.

o DPeningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan

konservast sumber dava alam,
¢ Perlindungan dan konservasi alam di wilayah kelola KPH.
Pengendalian kebakaran hutan. melalur kegiatan:
* Pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan
Rehabilitast hutan dan lahan melalui kegiatan:
¢ Dembuatan bibit‘benth tanaman hutan
Pemanfaatan potensi sumber daya hutan melalui kegiatan;
e Pengelolaan potensi hutan pada wilavah kelola KPH

Perencanaan dan pengembangan hutan melalui kegiatan;

s Penyiapan, pembinaan  dan  pengembangan  Hutan

Kemasyarakatan (HKm), Hutan Nagan (HN), Hutan Tanaman

Rakyat (HTR) dan Hutan Rakvat Kemitraan.

Melalui kegiatan-kegiatan terschut diatas diharapkan UPTD

KPH akan mampu melaksapakan pengelolaan  hutan

serta

memantaatkan potensi yanp ada di dalam kawasan hutan scoptimal

mungkin.

3. Tujuan, Vist Dan Misi.

Sesuai dengan Visi Dinas Kehutanan Sumatera Barat vaitu

pemantapan fungsi dan pengelolaan hutan lestart untuk kesejahteraan

masyarakat serta nusi Dinas Kehutanan Sumbar yaitu

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
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a. Mewujudkan kepastian dan optimalisasi dalam pemanfaatan dan
pengegunaan  Kawasan hutan sesuai  dengan tunpgsi  dan
peruntukannya.

b. Meningkatkan daya dukung dan dava tampung hutan dan lahan
sesual dengan fungsi dan peruntukannya untuk optimalisasi fungsi
ckolopi, serta perlindungan dan pemulihan cadangan sumberdaya
alam.

¢. Meningkatkan akses dan peran  serta masyarakat dalam
pengelolaan hutan,

4. Nomenklatur dan Type LPTD KPI1I

Palam rangka pelaksanaan lugas operasional pengelolaan hutan di
tingkat tapak di Sumatera Barat, (elal dibentuk unit pelaksana teknis dinas
KPH atau selanjutnya disingkat UPTD KPH. UPTD KPH terdiri darn
KPH Lindung (KPHL) dan KPH Produksi (KPHP).

Guna pelaksanaan pengelolaan hutan di tingkat tapak serma
pemberian pelayanan  bidang  kehutanan di koabupaten‘kota  serta
mempertimbangkan efisiens1 dan  efektifitas orgamisasi. maka telah
dibentuk sebanyak 10 unit UPTD KPH.  [Ial im berbeda dengan wilavah
KPH yang telah ditetapkan oleh Menteri Kehutanan melalui Keputisan
Mentenn Kehutanan Nomor 798/Menhut-1I'2009 tentang Penetapan
Wilayah KPHL dun KPHP Sumatera Barat. Berdasarkan keputusan tersebut.
KPH di Sumatera Barat terdin dari 11 unit, terdapat 2 umt yang digabung
yaitu KPH Unit X dan Unit XI yang berada di Kabupaten Kepulauan

Mentawal.
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Dinas Kehutanan berupaya tetap mempertahankan keberadaan KPH

vang sudah beroperasi dan dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati,

Disamping mempertahankan organisasi yang sudah mapan, hal int juga

mengingat perjalanan panjang dalam mempersiapkan organisasi KPT1.

Kedudukan kantor UPTD KPH direncanakan berada di ibukota kabupaten.

Tidak seluruh kabupaten/kota di Sumatera Barat akan dibentuk UPTD KPH.

hal ini disesuaikan dengan rancang bangun KPH,

Adapun nomenklatur, wilayah kelola, luas, kedudukan kantor dan type

UPTD yang sudah dibentuk sebagaimana tabel 4.4 dibawah ini.

Tabel 4.4

Nomenklatur, wilayah kelola, luas, kedudukan kantor dan Type UPTD
KPH pada Dinas Kchutanan Provins: Sumatera Barat

, Nomenkaltur _ Luas Kedudukan
No, UPTD Wilayah K_elulg Wilayah Kantor Type
1 UPTDKPHL  Kab. Pasaman, Kab. Pasaman Barat 3R9.236 Lubuk A
Pasaman Sikuping
- _.-Ru?a B EI R T T I T T I S Fe-m_ocI-wma.. meaar- -
2 UPTDKPHL Kab, Lumapuivh Kot 17.552  Payakumbu A
Limapuluh h
_________ Kot
3 UPIDKPHIL  Kab. Agam. Kab, Limapulih Kota 93842 Lubuk A
ooAgem Raya e o Baseng
4 UPTD KPHL  Kab. P’tdang Pariaman, Kab. Pessel. Bo.511 Kota A
Bukit Barisun  Kab. Tanah Datar. Kab.Solok. Kab, Padang
Sijunjung. Kab. Limaputuh Kota, Kotie
Sawahlunto, Kota Solok, Kota Pudang.
Kot Padany Panjang.

5 UPTDKPHL  Kab. Sijunjung 130472 Muaro A
________ Siuajung e e Stuune
6 UPTDDKPHL  Kab. Solok 1314306 Solok A

_______ SOl e
7 UPTDKPRL  Kab. Solok. Kab. Solok Sclatan. Kab. 179,883 Padang Aro A
Mulu Dharmasraya
_________ Batunghati
& UPID KP‘HP Kab. Dharmastaya 33,550 Pujgu A
Lo BDhamsmys Puniung
v UPTD kPHP Kub. Pesisir Sclatun 59926 Puinan A
______ eSSl ]
10 UPTDKPHP  Kah. Kep. Mentaws (Pulay Siberu, 309,224 Tua P.jal A
Mentawai Pukan Sipora, Pulau Paga) Utara dan
Pulau Pagai Selstan)
42
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Perhitungan Type dalam UPTD KPH didasarkan atas perhitungan
sesual dengan Peraturan Mentert Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
Nomor P.74Mealhk/Setien/Kum. 1/8/2016 Tenlang Pedoman Nomenklatur
Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota vang melaksanakan urusan
Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan Bidang
Kehutanan, Adapun perhitungan masing-masing UPTD KPP dapat
disampaikan sebagaimuna lampiran,

1. Susunan Organisasi

Susunan Organisast UPTD KPH terdin dari :

=

. Kepala KPH

b. Sub Bagian Tata Usaha

c. Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan

d. Seksi Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat,

e. Resort

f. Kelompok Jabatan Fungsional

Bagan struktur organisasi UPTT)Y KPH dapat dilihat sebagaimana

gambur 4.1 dibawah 1ni.
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KLPALA
UFPTD KPH
KASUBAG
TATA USAHA
KELOMPOK
~JABATAN

FUNGSIONAL
KASI PERENCANAAXN KASI PERLINDUNGAN,
DAN PEMANFAATAN KSDAE DAN PEMBERDAYAAN

HUTAN MASYARAKAT

RESOGRT KPH

L

Gambar 4.1
Bagun Struktur Orpanisast UPTD KPH

[

Tugas dan Fungsi.

Unit Pelavanan Teknis Dacrah KPH mempunyai tugas pokok
melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atuu kegiatan teknis
penunjang dinas di bidang pengelolaan hutan di dalam wilayah
kerjanva.  Untuk  mclaksanakan  tugasova  LPTD  KPH
menyelenggarakan fungst
a. Pelaksanaan pengelolaan hutap di wilavahnya vang meliputi tata

hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan. pemanfaatan
hutan, penggunaan kawasan hutan, rchabilitasi huwtan  dan
reklamasi. perlindungan hutan dan konservasi alam.

b. Penjubaran kebijukan kehutanan nasional. provinst dan dacrah

untuk ditmplementasikan sesuai peraturan perundang-undangan.
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¢. Pelaksanaan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan

pengelolaan hutan di wilayahnya.

jm

. Penciptaan peluang investasi guna mendukung tercapainya tujuan

pengelolaan hutan di wilayah kerjanya.

Tugas masing-masing Scksi pada UPTD KPH dapat dwraikan

sebagal berikut :

a. Seksi Perencanaan dan Pemantaatan [utaninelaksanakan tugas:

y

4)

Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan. pemcliharaan,
monitoring dan evaluasi kegiatan tata hutan KPH meliputi:
inventanisasi hutan, pembagian bluk dan petak. tata batas
wilayah, dan pemetaan wilayah kerja;

Menylapkan bahan dalam rangka pelaksanaan penyusunan
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang dan penetapan
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek pada KPH;
Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan, pengawasan dan
pengendalian pemanfaatan dan pengpunaan kawasan hutan di
wilavah KPII;

Menyiapkan  bahan  dalam  ranpka pengawasan dan
pengendalian penilatan dan pelaksanaan penggunaan kawasan
hutan dan/atau tukar menukar kawasan hutan di wilayah KP1I:
Menviapkan bahan dalam rangka pengawasan dan
pengendalian penatausaahan hasil hutan, iuran kehutanun dan

peredaran hasil hutan di wilayah KPIT;

16
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Menyiapkan bahan dalam rangka pengembangan  dan
pengelolaan sistem informasi dan perpetaan dalam pengelolaan
hutan di KPH: dan

Pengembanpan investasi, kerja sama. dan kemitraan dalam
pengelolaan hutan. pengolahan, dan pemasaran hasil hutan di

wilayah KPH.

b. Scks1 Terlindungan. KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat,

melaksanakan tugas:

1)

2)

4}

Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan perlindungan hutan,
pengamanan hutan, pencgakan hukum, pembenan advokasi.
konsultass dan baniuan hukum bidang kehutanan. pelatihan
perlindungan/pengamanan  hutan, pembentukan forum. dan
pengembangan sistem  informasi perlindungan/pengamanan
hutan. di wilayah unit KPH.

Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan pengendalian kebakaran
hutan dan lahan. pelatihan, pendidikan, sosialiasi, penyuluhan,
pembentukan forum kolaboratif, dan pengembangan sistem
informasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah
unil KPH.

Menyiapkan bahan dalamy rangka pelaksannan konservasi
sumbet daya alam dan ekosistem di wilayvah unit KPH.
Menviapkan bahan dalam rangka pelaksanaan pengelolaan
DAS, reklamasi hutan dan rehabilitasi lahan, dan perbenthan

tanaman hutan di wilavah unit KXPH.
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Menyiapkan bahan dalam penyuluhan, dan pemberdaysan
masyarakat di wilayah unit KPH.

6) Mcnyviapkan bahan dalam fasilitasi  dun  pendampingan
pengembangan perhutanan sosial (HKm, HTR. HD. dan
kemitraan), masyarakat hukum adat, dan penanganan konflik
sosial/tenurial di wilayah KPH.

Sedangkan Kelompok Jabatan Funpsional, mclaksanakan
tugas antara lain:

1) Polisi Kehutanan, melaksanakun tugas pengamanan dan
pencgakan hukum pada kawasan hutan unit KPH.

2y Penyulub Kehutanan, melaksanakan tugas penyuluhan dan
pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan
hutan unit KPH,

3) Pengendali  Ekosistem  Hutan.,  melaksanakan  tugas
pengendalian tumbuhan, satwa liar dan habitatnva pada
kawasan hutan unit KPH.

Wilayah Kerja.

Keputusan Menteri Kehulanan Nomor SK.79%/Menhut-11:2009
tclah menetapkan sebanyak 11 KPH di Sumatera Barat yang terdiri dari
7 unit KPHL dan 4 onit KPP Gambar 4.2 dibawali ini menjclaskan
rincian fuas wilayah kelola masing-masing KPH dimana terdapat 9
wilayah kelola KPH berada di daratan Sumatera dan | wilayah kelola
KPH berada di daerah kepulauan vaitu KPHP Mentawai. Pengelolaan

wilayah KPH tidok semuunva berdasarkan wilayah administrasi namun
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berdasarkan Desain dan Rancang Bangun KPH. Terdapat & wilavah
kelola KPH yang hanva meliputi [ kabupaten seperti KPHP Mentawa,
KPHP Darmasraya, KPHP Pesisir Selatan. KPHL Sijinjung, KPHL
Solok dan KPHL Lima Puluh Kota. Sementura itu KPHL Agam Raya
dan KPHL Pasaman Raya meliputi 2 kabupaten, KPHL Hulu Batang
Hari meliputi 3 kabupaten dan terbanyak KPHL Bukit Barisan yaitu 10

kabupaten’kota
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Pessel, Kab. Tanak arar.
Kab.Solok, Kab. Sjunjurg,
Kab Linapuluh ofa, Kota
Sewanlunte, Kota Solok, Kota
Padang, Kota Padang Panjung,

Jumlal 940,690 266.256 466,509 1L.679.555

44416
Rincian luas wilayah kelola masing-masing KPH berdasarkan hasil
perhitungan data spasial dapat disampaikan sebagaimana tabel 4.5 dibawah ini.
Tabel 4.5
Wilayah Kelola KPH dalam Desain dan Rancang Bangun KPH Sumbar
. Linit . e Luaz .
N KPH Lokasi HL HIFI HP Wilayah Jenis
1 Uait I Kab. Pasminan. Kab. Pasaman 352615 14,565 22037 3xQ 2130 KFHL
e AR e e e
2 Unit 11 Kab. Limapulub Kota 113741 2944 9262 12598 KPHL
I UnitIT T Kab, Agean. Kabo D imapulule 0 A22383 0 Z30sRT 8207 0345 KPIT
e . . O VRSO
4 Lt IV Kab. Padang Puriaman, Kab. 79.514 2.462 23527 1 307 KPHL

tSumber @ Kepale Seksi Perencancon don Tata Hutan Dinas Kebtanar Provinsi Sionbar,
2024

Terbitnva Peraturan Mentert Kehutanan Nomor P.6/Menhut-112009
tentang Pembentukan Wilayah KPH, Perawran Menten Dalam Negert
Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja KPHL
dan KPHP di daerah dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor
P.o/Menhut-112010 tentung Norma, Standar, Prosedur dan Krileria
(NSPK) Pengelolaan Hulan pada KPHL dan KPHP merupakan panduan
operastonal pembentukan orpamsas: KPI1 di Daerah.

Diawali dengan pembentukan wilayah KPIL, di Sumatera Barat

telah ditetapkan 6 wilayah KPH sebagay KPH Model oleh Menten
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Kehutanan yaitu:

1) Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Model Sijunjung melalui
Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.331/Menhut-11:2010
tentang Penctapan Wilavah KPHL Moaodel Sijunjung, berada di
Kabupaten Sijunjung, Provinst Sumnatera Barat scluas = 130.872
Hektar.

2) Kesatuan Pengelolaan Hutan Tindung Mode! Solok melathu
Keputusan Menten  Kehutanan Nowmor SK.42/Menhut-11:2012
tentang Penelapan Wilayah KPHL Model Solok (Unit VI). berada di
Kabupaten Solok. Provinsi Sumatera Barat Seluas + 131 436 Hekrar.

3) Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Model Limapuluh Keota
melalui Keputusan Mcenteri Kehutanan Nomor SK .44 Menhut-
112012 tentang Penetapan Wilavah KPHL Model Luna Puluh Kota
(Unit ), berada di Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera
Barat Seluas £ 117.552 lektar.

4) Kesatuan Pengelolaan Iutan Produksi Mode! Dharmasrava melalw
Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.695Menhutl-1172013
tentang Penetapan Wilayah KPHP Model Dharmasraya (Unit VITI).
berada di Kabupaten Dharinasraya, Provinsi Sumatera Barat Seluas £
33.550 Hektar.

5} Kesatuan Pengelolaan Hutan Produks: Model Pesisir Sclatan melaln:
Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.696/Menhut-T1/2013

tentang Penetapan Wilayah KPHP Moaodel Pesisir Selatan {Unit IX),
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berada di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinst Sumnatera Barat Seluas
+ 59.926 Hektar,
Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Bukit Barisan melalut
Keputusan Mentern Kehutanan Nomor  SK.866/Menhut-11:2013
tentang Penetapan Wilavah KPHL Model Bukit Barisan (Unit TV),
herada di di Kota Padang, Koeta Padang Panjang. Kota Sawahiunto,
Kota Solok. Kabupaten Lumapuluh Kola, Kabupaten Padang
Pariaman, Kabupaten Pesisir Sclatan. Kabupaten Solok dan
Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat seluas L 86.511
Hektar.

Pada tataran pembentukan organisasi KP1I disampaikan bahwa
organisasi KPH dapat berupa UPTD pada Dinas Kehutanan atau

SKPD. Simultan dengan penctapan wilayah kelola KPH. terhadap

KPH tersebut juga dibentuk organisasinya dimana sampai tahun 2014,

di Sumatera Barat sudah terbentuk 6 (enam) unit organisasai KPH
vang terdiri dari 5 (lima) unit KPH merupakan KPH Kabupaten vang
dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati dan 1 {(satu) unit dibentuk
berdasarkan Peraturan Gubernur.  Semua organisasi KPH icrsebut
berupa UPTD pada Dinas yang membidangi Kchuranan di Kabupaten
dan Provinsi.  Adapun dasar pembentukan organisasi KPH di
Sumalcra Barat adalah sebagpai berikut:

1Y  Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Sijunjung dibentuk

berdasarkanPeraturan Bupati Sijunjung No. 18 Tahun 2011;
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2} Kesatuan Pengelolaan Hutan  Lindung  Solok  dibentuk
berdasarkan Peraturan Bupati Solok Nomor 36 Tahun 2011:

1)  Kesatuan Pengelolaun Hutan Lindung Lima Puluh Kota
dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota
Nomor 122 Tahun 2011;

4)  Kesatuan Pengelolaan Hutan Produkst Dharmasraya dibentuk
berdasarkan Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 29 Tahun
2013;

5)  Kesatan Pengelolaan Hutan Produksi Pesisir Selatan dibentuk
berdasarkanPeraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 95 Tahun
2013,

6}  Kesatuan Penpelolaan Hutan Lindung Bukit Banisan dibentuk
berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomer 2
Tahun 2014.

Upaya percepatan operasionalisasi KPH terus berlanjut. Guna
melengkapi kebutuhan sarana dan prasarana, Kemenhut melatus
Balai Pecmantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah [ Medan tahun
2012  memfasilitasi  gedung  kantor, kendaraan roda 4,
komputer/laptop. GPS, dan meubeler untuk 3 KPH yaua KPHL
Sijunjung, KPHL Solok dann KPIHL Limapulul Kota. Tahun 2014
BPKH Wilayah 1T Mcedan memfasilitasi 3 KPH  vaitu KPHP
Dharmasraya, KPHP Pesisir Selatan dan KPIIL Bukit Barisan
berupa saruna dan prasarana seperti gedung kantor, kendaraan roda

4, kendaraan roda 2, komputer. GPS, dan mcubeiair kantor.
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Permasalahan  yang dibadapi KPH saat it dalam
melaksanakan opcrasional adalah terbatasnya jumlah pegawai
bark jumtah maupun tenapa teknis. Sebaran pegawai pada UPTD
KPH lingkup Provinsi Sumatera Barat seperti disampaikan pada
tabel 4.6 dibawah ni.

Tabel 4.6
Dathu Sebaran Pegawai UPTD KPH Lingkup Provinsi Sumbar

Fsclmr 11 U i Eselon ]\H A I Fum_s.tonal

UPT KPH Jabutan?ruktuml ] Jabaran RENT lumlah ‘

TKPHL Pasaman Raya { 3 L ‘
2 KPHL Limapuhih Kota | 3‘ 34 [' 3&
V KPHL Agam Raya “ ___. 2 )L 27
|27 | KPHL Bukit Barisan - 1 64 68
| L .
\_5  KPHL Sijuojung | | . 4_3___ 26 j_ _
6 | KPHL Solok N I B 3
IT— KPIIL Hulu B Bdldngharl T_ TJM TJ_\» o @*0
KPHL Ddrmd:,ra}a 1 3 14
Flo PHF Fesse jL‘T '“”P T T A
10| KPHP Mentawal TEE T2 ! 16 {
Jumlah ‘T’ 10 30 7:::5_?_3_ e f_“:l

Sumber | Kepulu f Sckst Porencanaan dan Taa Hutan Dinas Kelbanan Provin
Srmitera Barad,

Sementara ity dalam rangka melaksanakan opcrasional,
KPH mendapat dukungan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
{APBD) dani Pemerintah Provinsi Sumatera Barar melalui Dinas
Kcehutanan Provinsi. Anggaran vang diteruma KPH sclama 2 tahon
terakhir dapat disampatkan seperti tabel dibawah ini,
Tabel 4.7

Dukungan APBD Pemerintall Provinsi Sumatera Barat
dalam Pembangunan KPHL/KPHP selama 2 rahun terakhir

MNo | UPTKPH R Tahun {Rupizh) o
NI =

'1 ' KPHL Pasaman Raya L 309.664.000 | ui,pso,uo_o__,

2 KPHL Limapuluh Kot 407.270.000 | 306.970.000 |

3 [KPHLAgamRaya ] 419815000 386425000 |
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4 | KPHIL Dukit Barisan T 730885.000 [ 642.640.000
|5~ TKPHL Syjunjung [ 3473240001 310.904.000 |
"6 | KPHL Solok ‘ 208116000 | 268236000
} 7 | KPHL Hulu Batanghuri 320.570.600 | 296.039.500
[ "KPHL Darmastaya 337.966.000 | 274.354.530 |
| K PHP Pessel | 288.398.000 | 272.328.000
[ 10 | KPHP Mentawai 421511000 [ 376.860.950
{ Jumlah l 3.982.519.000 3.453.338.@]_}

Sumther © Kasubag Program dan Auggaoran Divas Kelatanary Provinsd Sumbore 20240
Dalam rangka optimalisasi tugas pokok dan fungsi KPH.
dukungan anggaran menjadt faktor yang sangat penting dalam
rangka mencapai hasil yvang optimal. Pada tahun 2020 angparan
yvang diterima oleh KPHL/KPHP mengalami penurunan dani tahun
sebelumnya yaitu dari  Rp. 3.982.519.000 menjadi  Rp.
3.458.838.000 atau turun sebesar [4%.

Dalam kerangka operasionalisasi KPH di tingkat wapak. salah
satu kewajiban mendasar dalam operasionalisasi KPH adalah
adanya rencana pengelolaan berupa Rencana Peugelolaan Hutan
Jangka Panjang (RPHIP). Rencana Pengelolaan Hutan adalah
rencana pada KPH vang memuat semua aspek pengelolaan hutan
dalam kurun wakw jangka panjang dan  pendek, disusun
berdasarkan hasil tata hutan dan rencana kehutanan, dan
memperhatikan aspirasi, peran serta dan nilai budaya masyarakat
serta kondisi hngkungan dalam rangka pengelolaan kawasan hutan
vang lebih intensif untuk memperoleh manfaat yang lebth optimal
dan lestari.  Sedangkan Rencana Pengelolaan Hiutan Jangka
Panjung (RPHIP) adalzh rencana pengelolaan hutan pada tingkat

strategis herjangka waktu 10 tahun atau selama jangka benah

Lh
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pembangunan KPHL dan KPHP,

Rencana pengelolaan hutan jangke punjang disusun olch
Kepala KPH dan dalam pelaksanaannyva dapat dibantu olehh Tim
Pakar.  RPHJP disahkan oleh Menteri Kchutanan atau pejabat
vang ditunjuk sehingga dengan demikian RPHIP mcerupakan
pelimpahan kewenangan dari Menterl Kehutanan kepada Kepala
KPI1 datam melaksanakan pengelolaan hutan di wilayah kelolanya.
Guna melengkapi RPHIFE, 6 KPH yang telah terbentuk tersebut juga
telah menyusun RPHIP yang dalam penyusunannya dibantu olch
Pakar dari Perguruan Tinggi (Universitas Andalas).

Pada tahun 2013, terdapat 3 KPH yang difasilitasi
penyusunannya yaitu KPITL Sijunjung, KPHL Solok dan KPHL
Limapulubh Kota, sedangkan 3 KPII lainnva vaitu KPHP
Dharmasraya, KPHP Pesisir Selatan dan KPHL Bukit Barisan
difasilitasi penyusunannya pada tahun 2614,

Sampai Februari 2017, sudah terdapat 3 RPHJP KPH yung
telah disahkan oleh Menteri Kehutanan vaitu;

1} Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Model Limapuluh Kota
melalui Keputusan Mcnteri Kehutanan Nomor SK.195/Menhut-
[IVREG.I2014 tanggal 29 Januari 2014 tentang Pengesahan
RPLUP KPHL Model Limpulub Kota. Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2014-2023

2) Kesatuan Pengelolaan Huten Lindung Model Sijunjung melalin

Keputusan  Menteri  Kehuwtanan  Nomeor  SK. 196 Menhut-

£ |
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II'REG.L2014 tanggal 29 Januari 2014 tentang Pengesahan
RPHIP KPHL Model Sijunjung. Provinst Sumnatera Barat Tahun
2014-2023.

3) Kesatuan Pengelolaan Tlutan Lindung Model Solok melalui
Keputusan  Menleri  Kehutanan Nomor SK.197/Menhut-
I’REG.L2014 tanggal 29 Januan 2014 tentang Pengesahan
RPHIP KPHL Model Solok. Provinst Sumatera Barat Tahun
2014-2023.

4y Kesatuan Pengelolaan Hutan Produkst Model Pesisir Selatan
melalui Keputusan Menteri Lingkungan [idup dan Kchutanan
Nomor 5K.278/MenLHK-KPHP/PKPHP/AIPL.0/2/2017 tanggal
01 Februari 2017 tentang Pengesahan RPHIP KPHP Model
Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat,

5) Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Model Bukit Barsan
melalul Keputusan  Mentern Kehutanan  SK.7701/ Menhut-
[[/Reg.]-1,2014 tangpal 22 Desember 2014 tentang Pengesahan
RPHJIP KPHIL Madel Solok, Provins: Sumatera Barat Tahun
2015-2024,

Dengan selesainya penetapan wilayah KPH. terbentuknya
organisasi KPH (LPTD) dan disahkannva RPHIP merupakan
beberapa  sydarat  utama untuk  operasionalisasi  KPH.
Panjangnya perjalanan pembangunan KPH di Sumatera Barat
(sejak tahun 2006) sampai saal ini sudah ada 6 unit KPH yang

secara administrasi sudah siap untuk beroperasi bahkan sudah

[
o

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

44416



44416

banyak lompatun-loinpatan yang didapat olch masing-masing
KPH scsuai dengan Jocal specific dan rencana pengelolaan yang
telah tersusun.

B. Hasil.

Berdasarkan penclitian yang sudah dilakukan tentang implementast
kebijukan pengelolaan hutan pasca diberlakukannya UL No 23 fahun 2014 di
Provinsi Suinalera Barat hasilnya berupa penjelasan vang disampaikan oleh
informan. Pertanyaan yang pencliti ajukan berpusat pada implementasi
kebijakan pengelolaan hutan pasea diberlakukannya Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 di Propinsi Sumatera Barat, pencliti ajukan kepada informan
utama yaitu: Dhinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, Bappeda Provinst
Sumatera Barat, KPHP Pesisir Sclatan. KPHP Mentawai, KPHL Agam Rava.
dan Kcnaganan Taratak Tempatih, Data hasil wawancara kemudian penelid
olah dan dirangkum scdemikiun rupa schingga date vang dihasilkan lebih

terarah.

1. Desentralisasi Kebijakan Kehutanan Dari Kabupaten Ke Propinsi
Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Kehutanuan Provinsi
Sumatera Barat Bapak Yozarward:r UP. 5. Hut M.8i terkait dengan perubahan
kebijakan desentralisasi kehutanan dari kabupaten ke provinsi, disebutkan
baliwa perubahian tersebut udak beralan lancer, tetapi dajam pelaksanaannya
ada plus dan minusnya, sebagaimana hasil wawancara berikur i
“Terdapat plus minus dengan diberlakukan UU No 23 Tahun 2014,
Plusnya adalah ketika UU 23 mensyaratkan bahwasanya kewenangan

urusan kehutanan berada di propinsi. ini menjadi otoenomi propinsi.
Antinya dalam pelaksanaan i lapangan sudab terkonsentrasi di
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provinsi untuk pengamanan hutan secara keseluruhan. Artinva
penpelolan hutan sudah bisa segalan antara program di kementerian
dengan program-program pengamanan hutan di provinst, kabupaten
dan kota. Minusnya adalah bahwua sampai dengan awal Tahun 2017
belum adanya organisasi vang dipersiapkan di tingkat tapak vang
mengakibatkan terjadinya kekokosangan, sementara implementast UU
No 23 Tuhun 2014 baru cfcktif | Januari 2017 dari rencana pada awal
Bulan Oktober 2016 (Wawancara tanggal 19 April 2019}

Mcnurut Ir. Kuartini Deti Putrt M.S1 (Kepala Bagian Ekonomi dan
Pengembangan  Wilayah), dengan perubahan  kebijakan desentralisasi
kehutanan dar kabupaten ke provinsi, disebutkan bahwa perubahan tersebut
dapat dilihat dari beberapa segi yaitu penguasaan hutan, pendapatan daerah,

kewenangan dan  pembiayaan sebagaimana dijelaskan pada wawancara

berikut :

a. Dari segi pengussahaan hutan, masa otonomi pada daerah terlibat
banyaknya ijin yang dikeluarkan oleh kabupaten/kota dan adanya
tumpang tindih perijinan.

b. Dari segl pendapatan daerah, terlihat adanya pengurangan
pendapatan bag dacrah kabupaten, karena tidak bisa lagi untuk
mendapatkan porsi pembagian pendapatan.

¢. Dan segi kewenangan, provinsi akan  mengelola sampai ke KPH
dan menjatankan fungsi KPH. buik produksi maupun lindung serta
komersial yang sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan

d. Dari segi pembiayaan, adanya penamhaban biaya pemhangunan
kehutanan dalam APBD propinsi {Wawancara pada 26 April 2019)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dilihat bahwa semenjak
diterapkan undang-undang No. 23 Tahun 2014 pengelolaan hutan sudah
diserahkan ke provinsi schingga sudah menjadi kewenangan provinsi. Hal ini
juga diperkuat oleh pendapat Widodo dan Adiwiata (2018) bahwa Undang-
Undang No 23 Tahun 2014 memberikan wewenang yang besar kepada provinsi
untuk menjalankan desentralisasi dalam pengelolaan hutan. Januari 2017

merupakan awal diimplementasikannya Undang-Undang No 23 Tahun 2014 ini,

6f)
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namun karcna masih dalammasa transisi, organisasi pengelola hutan pada
tingkat tapak belum terbentuk selungga terjadi kevakuman.

Wawancara dengan Tashatul Fuaddi S.Hut. (Kepala KPHP Mentawui)
menycbutkan bahwa perubahan kebijakan desentralisasi kehutanan  dari
kabupaten ke provinsi di antaranya ditindakianjuti dengan pembentukan KPI-
KPIT dengan ketentvan yang berbeda-beda di tisp-tiap kabupaten sebagaimana

dijelaskan berikut s

“Terkait dengan penartkan kewenangan kebijakan sektor kehutanan
tentunva ini sudabh menjadi amanah undang-undang vang mesti
dilaksanakan. Sekarang konsidinva tdak ada lapi kewenangan
kabupaten untuk mengatur dan mengelola hutan. Permasalahan
dacrah kepulauan berbeda dengan dacrah di daratan. Saat ini saya
dipercaya untuk mengelola KPHP Mentawai vang berada di wilavah
kepulavan yang jaraknya cukup jauh dari wilayah daratan Sumatera
Barat. Dari safu sisi pengurusan hutan sudah beralih ke propinsi,
Sekarang kawasan hutan itu herada di kabupaten yang hernama KPHP
Mentawal. tentu Saat ini sudah dibentuk KPH Sumbar sebanvak 10

umt. KPHP Mentawai dibentuk berdasarkan Pergub No. 75 tahun 2017,

KPHP Mentawat membawahi 2 unit yaitu unit 10 untuk fokasi di Putau
Siberut dan pulau-pulau keeil disekitamya dan unit 11 yang meliput
Pulau Sipora, Paga: Utara dan Pagai Selatan serta pulau kecil
disekitarnya. { Wawancara pada 9 April 2019).

Menurut fr. Afniwirman (Kepala KPHL Agam Raya). dengan adanva
perubahan kebijakan desentralisasi kehutanan dari kabupaten ke provinsi maka
kondisi terscbut sangat bagus karcna fidak adanya perbedsan dalam

pengelolaan kawasan hutan scbagaiman selama int tergadi di masing-masing

kabupaten.

“Kebijakan it dari satu sisi sangat bagus karema tidak ada lag
perbedaaan pengelolaan kawasan hutan yang selama ini masing-
masing kabupaten kota memiliki kebijakan tersendiri. Sclama ini
propins! tidak menjadi atasan kabupatenkota sehingga provinsi tidak
bisa interfensi terhadap pengelolaan kawasan hutan, Sekarang dengan
dikembalikannya kewenangan ke provinsi artinva pengelolaan hutan

Hhl
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di Sumatera Barat sudah diatur oleh saty menajemen dan dikelola olch
masaing-masing KPH. Musing-masing KPH diatur oleh kebijakan
yvang sama. Karena kita berada di kabupaten, masyarakatnyvu juga
masyarakat kabupaten tenfu tidak serta merta bisa beranggapan kita
provinsi. mau atau tidak mau suka atau tidak suka juga melibatkan
pemerintahan di kabupaten. Sekarang bagaimana kita bisa bergaul
dengan masyarakat kabupaten/keta dengan Kiat-kiat tersendin
sehingga keberadaaan KPH diterima dun menjadi bagian dari QD
kabupaten'kota (Wawancara Pada 2 Mei 2019).

Wawancara dengan Bapak Madnanto S.Hut (Kepala KPHP Pesisir
Selatan) tentang kebijakan desentralisasi Kehutanan dari kabupaten ke provins
pasca diberlakukan Undang-Undang Nomor 23 Tabun 2014 di Provinsi
Sumatera Darat ada sisi positif dan negatif. Sisi positifnya vaitu ada kebijakan
tersentral dan scragam. tapi dari segi sisi negatif vaitu ada kckacauan yang

ditimbulkan karena masa transisi.

“Memang ada beberapa perspekuf  dengan berlalunyva UU 23 tahun
20014 ini. Ada sisi positif dan ada negaul Ketika awal-awal
diberlakukannya kewenangan ini ada sebuah masa dengan kondisi
vang tidak normal. Dengan ditaritknya kewenangan int ke provinsi
imaka Pemda kabupaten merasa ada kewenangan yang teramputasi i
sektor kehutanan, schingga hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan
masyarakat di bidang kehutanan seperti adanva surat-surat yang masuk
dari stakeholder terkait ke Pemerintah kabupaten schingga Pemda
kesulitan untnk melakukan pelayanan di bidang kehutanan. Sementara
di provinsi belum terhentuk organisasi karena betum adanya pavung
hukumnya sehingga proses pelayanan d1 kabupaten menjadi mandek.
Yang kcdua ada kesan bahwa KPII vang ada di kabupaten bukan
bagian dart pemenntah kabupaten tapi bagian dari pemerintah provinsi
sehingga respeknya tidak begitu bagus. Sementara KPH yang secara
administrasi berada di Kabupaten tetap bekerja dan memberikan
pelayvanan kepada masyarakat. Artinya fungsi kami vang sccara
administratif berada di kabupaten Pesisir Selatan tetap melayani dan
membantu dinas-dinas terkait seperti Dinas Pertanian, Dinas Perijinan.
Dinas Pckerjaan Umum dan Bappedalitbang” (Wawancara pada 6
April 20]19).

Menurut Zaimal Yunis (Walinagari). mengenai implementasi Undang-

Undang No 23 tahun 2014 di Bidang Kehutanan di Sumatera Barat tidak
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maksimal dalam mensosialisasikun, Zaimal mengatakan bahwa pemerintah
dalam hal int KPH sebapai pihak yang bertanggunpgjawab belun melakukan
sosialisasi tentang UU Nomor 23 tahun 2014 sebagaimana discbutkan bertkut
ini;
“Belum pernah kami mendengar adanya sosialisasi tentang UU No 23
Tahun 2014, Dulu pernah ada disumpaikan kepada kami tapi bukan
dalam bentuk sosialisas1, hanya sekedar informasi vang disampatkan
olch staf dori Dinas Kehutanan kabupaten. Salah satu vang
disampaikan bahwa dengan berlakunya UU No 23 Tahun 2014 maka
Dinas Kehutanan Kabupaten sudah tidak ada lagi, nanti ada organisasi

vang baru namanya KPH. tapi pengelolasanya berada i Dinas
Kehutanan Provinsi { Wawancara pada 16 April 2019).

2. Kondisi Desentralisasi Kebijakan Saat ini.

Wawancara dengan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
Bapak Yozarwardi UP. S.Hut M.Si terkait dengan kondisi atau keadaan saat
in1 sctelahh adanya kebijakan desentralisasi. Menurut Yozarwacdi, setelah
adaniya kebijakan desentralisasi secara langsung dinas kchutanan tidak ada
lagi, tetapi tupoksi dan fungsinya diambil alih olch KPH. Sejak bulan
September 2017 sccara de facto dan de jure sudah diambil alih oleh KPH.
Wilayah kelola KPH ada vang | kabupaten 1 UPTD KPH, ada 2 kabupatcn 1
LUPTD KPH bahkan ada vang 10 kabupaten | UPTD KPH. sebagaimana

kutipan wawancara berikut ini:

“Ketika kehutanan menjadi urusan kewenangan di kabupaten di
beberapa dacrah sudah bagus tata kelola kehutanan. Ada dinas
kehutanan sendiri. Ada yang gabung seperti dinas kehutanan dan
perkebunan, dinas kehutanan dan pertanian dll. Tapi secara umum
mereka sudah punva oraganisasi yang mengurus kebutanan di
kabupaten. Kedua, mereka sudah mempunyai personil dan
pembiayaan yang khusus untuk menangani bidang kehutanan di
kabupaienkota. Ketika UL 23 dilmplementasikan 1 januari 2017
maka dinas kehutanan di kabupaten tidak ada lagi. Kemudian tentu ini
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tugas berat. Effekuf tidak imi dijalankan. Pada tahun awal memang
belum efektif karena pada tahun 2017 belum ada perangkat
kabupaten/kota. Masyarakat menangkap kekosongun itu sebagai
informasi bahwa kehutaan udak ada lagi di kabupaten. Sctelah
tetbentuknya  KPH  bulan Scpiember 2017 barulah secara de facto
dan de jure ada UPT vang mengelola kawasan hutan tapi hdak di
scmua kabupaten. Ada 1 kabupaten | UPTD KPH, ada 2 kabupaten |
UPTD KPH bahkan ada vang |0 kabupaten 1 UPTD KPH. Pada Tahun
2018 masih transisi tapt sudah ada penguatan. penganggaran juga
sudah ada. Tahun 2019 barulah elektif karena sudah ada pembagian
personil, aset sudah dibagi dan pembiayaan sudah ada pada masing-
masing UPT (Wawancara tanpgal 19 April 2019).

Menurut [r. Kuartini Deti Putrt M.Si {Kepala Bagian Ekonomi dan
Pengembangan Wilayah), dengan adanya perubahan kebijakan terscbul, saat
ini kondisinya ada perbaikan tata kelala kehutanan walaupun masih
membutuhkan perbatkan, tetapi terus dilakukan perbaikan secara bertahap.

scbaglamana keterangan hastl wawancara berikut ini:

“Sejauh ini mclihatnva tidak ada permasalahan kalau tu sebagai
perbaikan dalam  wra kelola kehutanan yang arahnya fetnh baik.
Dalam pelaksanaannya memang harus dilakukan sccara bertahap
scsual dengan perencanaan vang sudah dibuat oleh Kementerian
[ingkungan Hidup dan Kehutanan {Wawancara pada 26 April 2019)

Sementara itu, menurut Tasliatul Fuaddi  S.Hut (Kepala KPHP
Mentawai) untuk kondisi pengelolaan kehutanan saat ini kondisinya memang
ada keterbatasan dalam hal ketersediaan SDM, dimana hanya ada 16 orang
PNS dan 6 orang personil pohsi hutan. Hal tersebut sangat kurang jika

dibandingkan dengan kondist hutan vang menjadi wilayah kerjanya KPH.

“Seperti diketahur Kabupalen Kepulauan Mentawai menuliki lebih
kurang 99 buah pulau. Saat i kondisinya adalah adanya keterbatasan
dalam hal ketersediaan SDM. PNS saat ini hanya berjumlah 16 orang,
Polhut hanya ada 6 orang. Dalam skop wilayah kepulauan vang
terpecar dan sulit saat int memilii keterbatasan dalam hal sarana dan
prasarana terutama kantor karena  Kantor saat itu iermasuk aset yang
diserahkan ke kabupaten karena mercka membutuhkan. Termasuk
kendala dalam pengamanan aset-aset. Untuk melaksanakan kegiatan
kantor sendin dibutuhkan banyak tenaga apalagi sistem perencanaan
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dengan sistem onlinc dan ada tata waktunya. Apaiagi grade dari SDM
jupa tidak merala, Terkait pengelolaan dan pemanfaatan hutan untuk
perijinan sepertt Ijin pemanfaatan HHBK. Ijin pemungutan ini
dibebankan kepada perorangan sementara SDM-nya rendah dan barus
mengurus ijin sampai ke provinsi. Kita tahu sendiri bahwa di
Mentawal blava transportasi sangat wmahal dan kondisi ekononu
masyarakat vang pas-pasan. Seharusnya peryinan cukup Ji kabupaten
saja. Apalagi d1 Mentawal terkendala dengan sinyal internct vang
terbatas. {Wawancara pada 9 April 2019,

Akibat dari keterbatasan SDM vang ada, maka rentan teradi tindak

pidana pembakaran hutan, seperti terlihat pada gambar 4.3 di bawah ni:

Gambar 4.3
Kebakaran Hutan pada areal kerja KPH
Menurut Ir. Afniwinman (Kepala KPHL Agam Raya), apabila melihat

kondisi saat ini terlthat provinsi masih belum siap. Saat im di Provinsi Sumbar
hanva ditangani oleh 10 unit KPH. Dengan demikian, dinas kehutanan
provinsi tidak ada kawasan hutan yang sccara langsung dikelola, melainkan

dikelola oleh KPH. sebagainana kutipan wawancara berikut ini:

“Masih belum. Pertama kestapan provinsi. Desain atau perencanaan
KPII bahwa KPH adalah perpanjungan tangan dinas kehutanan
propinsi di kabupaten’kots. Sehingga pekerjaan fisik terhadap
pengelolaan kawasan sudah dihapt habis kepada 10 umit KPH. artinya
dinas kehutanan provins: tidak ada kawasan hufan vang scedra
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langsung dikelola. Scharussnya Dinas kehutanan provinsi lehili ke

monitoring dan evaluasi, bimbingan teknis, supervisi dll. Saat im

beberapa kegiatan masih dilakukan oleh dinas melalui bidang-

bidangnya. Kedua pengaruh dan kesiapan mental kita sebagai aparat
daerah. Sclama ini kami adalah aparat daerah walapun menurut UU
sudah bergabung di provinsi tapi sepertintya belum utuh. Scmua yang
kami lakukan di KPH adalah tugas pokok dari kepala dinas. Hanya saja
kewenangan discrahkan ke kepala KPH. Pada saal Kepala KPH
mengalami masalah-masalah dan disampaikan kepada kepala dinas.
seharusnya pada saat itu kepala dinas segera mengambil tindakan dan
sikap. Dan sampat hari ini dirasakan belum seperti itu jadi seolah olah

ini pekerjaan KPH” Wawancara Pada 2 Mci 2019
3. Kondisi Sebelum dan Sesudah diberlakukan UL No. 23 tahun 2004,

Schiap kebijakan pasti ada perubahan antara sebelum dan sesudah
berkakunya undang-undang tersebut. Menurut Bapak Yozarwardi UP. S.Hut
M.Si. Kepala Dmnas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat perbedaan vang
paling prinsipil dari perubahan tersebut adalah dari segi kewenangan dan
tupoksi yung ada. Sebelum lahirnya UL No. 32 tahun 2004, pembagian urusan
kchutanan berada di pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dengan
masing-masing saling membantu.

Pembagian wrusan tersebut misalnya dapat dilibat dani pembagian
beban anggaran pengamanan, Menurut Bapak Yozarwadi. sebelum adanva
UU No. 32 tahun 2004 pemerintah kabupaten menanggung beban anggaran
pengamanan hutan setiap tahun sebesar Rp. 200 juta. Apabila dikalikan
dengan sebanvak 19 kabupaten, maka setiap tahun ada dana Rp. 3.8 Milyar
yang ditampung dalam APBD Kahupaten yang digunakan untuk urusan
kehutanan, seperti keterangan berikut mi:

“Undang-Undang sebelumnya vaitu UU No 32 tahun 2004 ada

pembagian kchutanan di kabupaten dan propinsi. Masing-masing

saling membantu antara propinsi dan kabupaten. Mana kabupaten
vang tidak bisa melaksanakan akan dibantu oleh propinsi. begitu jupa
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sebaliknya. U1 23 tentu ada minus dari sisi pembiayaan. Penpamanan
hutan settap kabupaten misainya dianggarkan Kp. 200 juta setahun,
maka [9 kabupaten/ kota ada dana pengamaenan Rp.3.8 milyar
ditampung dalam APBD Kabupaten, Namun pembiayaan yang sebesar
1tu kan tidak ada dalam APBD Propinsi. Sesudah itu dalam tata kelola
sudah seragam, kalau dulu perkabupaten beragam ada yang maju dan
adu yang tidak ada, bahkan ada yanp tidak mendapat perhatian sama
sckali tergantung bupati masing-masing. Dengan  desentralisasi
kehutanan di propinsi maka semua kebijukan menjadi serapam dan
semua mendapat perhatian vang sama schingga kebijakan terkait
desentralisasi bisa dilaksunakan di semua wilayah di Sumatera Barat
(Wawancara tanggal 19 April 2019).

Dari segi manajemen, Ir. Kuartimi Deti Putri M.Si (Kepala Bagian
Fkonom dun Pengembangan Wilayah) mengemukakan bahwa sebagai akibat
dari kebijakan lersebut vaitu perencanaan kehutanan tidak lagi berada di
pemerintah kabupaten. tetapi berada di pemerintah provinsi. sebagaimana
keterangan berikut ini;

“Tentunys ke depan akan memasukan perencanaan Kehutanan yang

sudah beralih i ke dalam sistemn perencanaan yang ada di provinsi.

Sepert: memasukan ke dalam RPJMD provinst dan dokumen lainnya

{RTRW). Perencanaan yang dilakukan tentunya memperhatikan dava

dukung dan daya tampung kawasan  hutan tersebut {Wawancara pada

26 April 2019}

Sementara ifu, menurut Tasliatul Fuaddi S.Hut (Kepala KPHP
Mentawai] dengan adanya perubahan kebijakan di bidang kchutanan saat ini.
maka tidak ada lagi perbedaan perlakuan antara wilayah daratan dan daerah
kepulauan. Padahal untuk wilayah kepulauan seperti Kabupaten Kepulauan
Mentawal pengurusan hutannya membutuhkan biaya yang lebih besar
duripada KP1I vang berada di wilayah daratan.

“Regulasi di Kementerian LHK saat ini tidak membedakan antara

wilayah daratan dan wilayah kepuolavan. Bagi KPHP Mentawai ini

menjadi menghambat karena berbiaya tinggi dan kesulitan untuk
menjangkau daerah- daerah di pelosck. Untuk mencapai pelosok desa

membutuhkan biaya besar untuk mencapai lokasi. Schinga tidak bisa
dilaksanakan secara ideal. Scharusnya pusat juga memperhatikan
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kesulitan pengelola KPH terutama yang berada di dacrah kepulauan
melalui perubahan regulasi. (Wawancara pada 9 April 2019)

Menurut [r. Afmiwirman (Kepala KPHL Agam Raya), ada perbedaan
antara schelum dan sesudah keluarnya UU Nomor 23 tahun 2014 vatu
menuntut keterampilan KPH dalam melakukan koordinasi atau komunikasi
dengan pihak-pihak terkait. Menurut Afmwirman. kepala KPH harus banyvak
berinisiarit untuk menjalin komunikasi dengan Pemda Kabupaten.

“Dalam hal berkoordinasi harus banvak inisiatif dan Kepala KPH

sendin. Beberapa Kepala KPH harus punya seni atau carg sendin-

sendiri bagaimana mendekatkan diri dengan Pemda Kabupaten. Ada

Kepala KPH vang kourdinasinya bapus dengan kabupaten maka

diterima dengan baik. Namun ada juga Kepala KPH yang kurang

bagus koordinasinya dengan Bupati, maka menjadi udak aman.

Contoh antara Bupati Pessel dengan Kepala KPH Pessel yang

koordinasinya tidak bagus sehingga  Bupati menulis surat ke

Gubernur agar KPH vang bersangkutan  dicopot. Demtkian juga

terkait surat untuk minta bantuan upaya penegakan hukum. Saat

membuat surat ke Kapolsek sclalu ada tembusan ke Kapolres karena
ini cara yang paling ampuh. kalau tidak ada tembusan ke pimpinan

diatasnya mungkin banman Kita dianggap tidak penting”™ (Wawancara
Pada 2 Mezi 2019).

Dari penjclasan di atas dapat kami sampatkan bahwa setiap kepala
KPH harus memiliki inisiatf atau seni bagaimana mendekatkan diri dengan
Pemerintah daerah kabupaten supava keberadaan KPH bisa diterima dengan
baik. Namun jika komunikasinva kurang bagus karena merasa Bupati bukan
lagi menjadi atasannya, tentu inl menjadi sesuatu yang tidak baik. Proses
komumkasi yang kurang baik ini berakibat kepada pertengkaran antara Bupati
Pesisir Selatan dengan Kepala KPHP Pesisir Selatan terkait kasus lllegal
Logging, sampai akhirnya Bupati menulis surat kepada Gubernur Sumatern
Barat agar Kepala KPH yang bersangkutan dicopot dari jabatannya.

Wawancara dengan Bapak Madrianto S.Hut (Kepala KPHP Pesisir

Selatan) tentang pengaruh perubaban implementas: kebijakan pengelolaan
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lutan di Provinsi Swmatera Barar sctelah diberlakukan Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 yaitu scbagal berikut:

“KPII lingkup Sumatra Barar tidak hanyva dibates: oleh wilayah
administrasi tapi juge dibatasi oleh wilayah pengelolaan DAS.
Misalnya masyarakat Tarusan yvang berada di Pesisir Selatan ketika
akan  melakukan pengurusan ijin i bidang kehulanan. mereka
berfikir maunya minta pelayanan di Dinas Kehutanan Kabupaten.
Sekarang karena wilayah tersebut berada pada  wilayah pengelolaan
DAS Bukit Barisan maka pengurusan dan pelayanan di Kantor KPHL
Barisan Sclatan vang berada di Kota Padang. Pemerintah dacrah juga
beluin memahanmi bahwa di kabupaten Pesisir Sclatan ada beberapa
unit mancjemen yang melakukan pengelolaan kawasan hutan, mereka
hanya tahu jika terkait dengan kawasan hulan maka pengurusanya ke
KPHP Pesisir Selatan” (Wawancara pada 6 April 2019)

4. Pcrmasalahan Pengelolaan Hutan di Provinsi Sumatera Barat,

Perubahan kebijakan tidak selalu berjalan mulus. akan tetapi akan
menemukan  kendala  atau  permasalahan-permasalahan.  Berdasarkan
Wawancara dengan Kepala Dinas Kehutanan Provinst Sumatera Barat
Bapak Yorzarwardi UP. S.Hut M.S1 terkait dengan permasalahan pasca
adanva kebijakan tersebut, vaitu sampai saat int belum terbentuk organisasi
UPT. Hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Menurutnya.
semestinya pada saat implementasi kebijakan tersebut disertasi dengan
pembentukan UPT, namun sampai saat ini belum terbentuk karena
menunggu pedoman penyusunan UPT dari Kementerian Dalam Negen,

sebagannana kutipan wawancara di bawah ini:

“Kendala utama payung hukum. Ind tmasa  transisi ketika
implemmitasi | Januari 2017 organisasi belum terbentuk di tingkat
tapak. Ini kendala ntama. Harusnya saat implementas: disertai juga
UPT  terbentuk., tapi UPT belum bisa terbentuk karena masih
menunggl pedoman penyusunan UPT dart Kementerian Dalam
Negerl. Permendagrt baru lalir builan Maret 2017, Barulah
kemudian ditindaklanjuti dengan menyusun peraturan gubernur dan
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harus ada kajian akademis. Sctelah melalui proses konsultasi  dan
berkoodinast dengan KemenLHK dan Kemendagri. barulah
terbentuk  Peraturan Gubernur No.758 Tahun 2017 tentang UPTD
KPH.. Kedua terkait kepegawalan. Pegawai belum menerima SK.
Mereka baru menerima SK dari Kepala BKN Pekanbaru yang
menyatakan terhitung sejak I Oktober 2017 sudah menjadi pegawai
Provinsi Sumbar, tapi baru mencerimanya bulan Desember 2017
bahkan ada yang menerima Januri 2018  schingga uda
ketidakpasitian. Itu baru Pemdu provinsi, belum di 8k-kan menjadi
orgamk kehutanan. Ketiga masalah pembiayoan, termasuk aset,
Tahun 2016  asct harus sudah discrabkan ke provinsi, numun ada
beberapa aset kabuputen tidak mau menyeralikan. Saat ini sebagian
besar sudah discrahkan. Masalah angparan setidak-tiduknya sudah
bisa diatasi { Wawancara tanggal 19 April 2019).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, terhhat bahwa pada saat muiag
implementasi ULD No 23 Tohun 2014 ini;, Pemerintah belum  bisa
memfasilitast KPH sccara makstnal, Nanmun demikian kebijakan tersebut
terus disecmpurnakan oleh Kementenan Lingkungan Hidup dan Kehutanan
dengan membenkan [asilitast pembiayaan melalui Balai Pengelolaan
Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDAS HL) untuk UPTD
KPHL dan Balai Pengeloaan Hutan Produksi (BPITPY untuk UPTD KPHP.

Lebih detail Ir. Kuartini Deti Putr; M.Si (Kepala Bagian Ekonomi

dan Pengenmtbangan Wilayah), mengemukakan bahwa permasalahan pasca
adanva kebijakan desentalisasi tersebut yaitu betum masuk dalam RPIMD
Provinsi. belum dibentuk KPH dan belum ada RPJHP sebaguimana
dijelaskan pada wawancara berikut ini:

a. Awalnya perubshan Kkewenangan imi belum masuk dalam
RPIMD. sehingga bunyak kewcenangan yang diberikon belum
bisa dimplementasikan  karena  keterbatsan  program dan
angparan yang tclah ditetapkan dalam RPIMD.

b. Belum terbentuknya KPH.

c¢. Belum adanya RPHIP (Rencana Pengelolaan Hutan Jangka

Panjang) pada masing-masing KPH {Wawancara pada 26 April
2019)
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Tasliatul Fuaddi S Hut (Kepala KPHP Mentawal) lebih detail
mengemmkakan  permasalahan vang  dihadapi  pasca  kebijakan
desentralisasi tersebut vajtu terkait dengan kesiapan SDM dari dinas
kchutanan kabupaten yang asth tersisa. Selain itu, permasalahan lain
vaitu tidak adanva serah terima assct dari pemcrintab kabupaten ke
pemerintah provinsi schagaimana discbutkan dalam petikan wawancara
berikut in::

“Permasalahan terkait dengan SDM pegawat dinas kehutanan
Kabupaten yang masih tersisa. Sebelum tahun 2016 ketika UU ini
mulai ditmplementasikan, PNS Dinas Kchutanan Kuabupaten
banyak yang minta pindah ke Pemkab kabupaten Mentawai
wiercky tidak berkenan pindah ke propinsi karena rata-rata mereka
adalah penduduk asli Meatawai dan oleh Bupati Mentawai diberi
kesempatan untuk pindah mengadi pegawai Pemda Kabupaten.
Saat ini pegawat yang tersisa berjumlah 23 orang. Tahun 2017 ada
yang minta pindah ke propinsit lain seperi Sumatera Utara. ada
yang minta berhenti, ada yang akan memasuki masa pensiun.
sehingea jumlah pegawai saat ini hanya 16 orang. Dari segi aset
pemda tdak menycrahkan tanah dan bangunan sehingga ada
kantor dinas kchutanan kabupaten tidak ikut diserahkan. vang
diserahkan ke propinsi aset-aset sepern sarpras seperti meja,
kursi, leman. sepeda motor fermasuk yang diserahkan Ke propinsi.
sementera mobil dan kantor diambil olch kabupaten, Sehingga
kesulitan dalam menyimpan aset-aset dan dokumen penting karena
sampat saat ini KPHP belum memiliki kantor, Tahun 2017 tidak
ada angparan untuk berkantor sehingga kami pegawai sawcran
untuk sewa kantor. Untuk menyelamatkan aset-asct tadi terpaksa
kami nwmpang di bekas kantor yang lama yang saat ini sudah
diambil alil oleh Dinas Kominfo. Tahun 2019 dapat bantuan sewa
kanror dari KemenLHK melalui Kantor BPHP Wilayah 1 Medan
{Wawancara pada 9 April 2019).
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3.

Selain itu, permasalahan lain yang dihadapi adalah dan segi
angparan. Menurut Madrianto S.Hut (Kepala KPHP Pesisir Selatan)
pertnasalahan SDM. Sarpras, sistem penganggaran sctelah diberlakukan
Undang Nomor 23 Tahun 2014 yairu lebih terbatas daripada sebelumnya
sebagiamana tercantuim pada petikan wawanara bertkut int:

“Anggaran yang tersedia pada KPH sangat terbatas karena kita

selalu diminta untuk berkoordisi ke propinsi. Permasalahan lain
adalah keterbatasan SDM baik dart sisi jumlzh maopun kualitas,

Masalah ketiga adalah sarana prasaran kantor vang beluin lengkap”

{Wawancara pada ¢ April 2019}

Komunikasi antara Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah provinsi sctelah

adanya Ul No. 23 Tahun 2014

Wawancara dengan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera
Barat Bapak Yozarwardi UP. S.Hut M.Si terkait dengan komunikasi antara
Pemerintah Kabupaten dengan Petnerintab Provinsi Sumatera Barar setelah
adanya UU No. 23 Tahun 2014 sudah berjalan dengan bagus. Hal tersebut
karena sebelum adanya perubahan kebijakan masing-masing pihak baik
pemerintah kabaupaten maupun pemerintah propinsi sudah sama-sama

mengetahui, sebagaimana disebutkan pada petikan wawancara berikut ini:

“Komunikas: saatini berjalan bagus. Ketika awal pencrapan UU No.

23 Tahun 2014 diberlakukan, sebenarnya Bupati dan Walikota
sudah tau bahwa kehutanan tidak ada lagt di kubupaten. Pertanyaan
siapa vang akan mernbantu kabupaten dan kota dalam  hal
kchutanan. Awalnya dibentuk korwil sesuai dengan pencadangan
wilayah kelola KPH. Setelah terbentuknya KPH dan adanya Kepala
KPI, maka KPH wajib bherkonsulatasi dan berkoordinasi dengan
bupatt dan walikota. Saat mi komunikasi semakin bagus karena
mereka tau bahwa kewenangan itu ada di propinsi (Wawancara
tanggeal 19 April 2019).
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Scjalan dengan keterangan Bapak Yozarwadi di aras, I Kuartini
Deti Putri M.S1 selaku Kepala Bagian Lkonomi dan Pengembangan
Wilayah mengatakan bzhwa antara pemermiah kabupaten dan pemerintah
provinsi telah terjelin komunikasi yang baik melalut sejumiah rapat dan
atau pertemuan yang melibatkan keduanya, Kabupaten juga secara aktif
tclah melibatkan KPH scbagar mitra pada tingkat tapak. Hal terscbut

schagaimana disebutkan pada hasil wawancara berikut ing:

“Komunikasi yang dijalin melalw rapat-rapat koordinasi yang
melibatkan kabuaten/kota. Menjadikan KPH  scbagai  mitra
kabupaten dan kota pada tingkat tapak (Wawancara pada 26 April
2019).

Hal yang sama juga dikemukakan oleh Tashiatul Fuaddi S Hut
(Kepala KPHP Mentawai). Menurut Tasliatul Fuaddi, antara pemerintah
dacrali dengan pemerintah provins terlab terjalin komunikasi yang baik.
Komunikasi tersebut misalnya ketika penyusunan RPHIP, FGD konsultast
publik yang selalu mengundang pemerintah docrah. Demikian juga ketika
Pemda Mentawam melaksanakan rapat-rapat sclalu melibatkan darl pihak

KPH, sebagaimana terlihat pada petikan wawancara berikur ing:

“Komunikast dengan pemerintah daerah sampai saat i asih
berjalan dengan baik. Dalam berbagai hal seperti penyusunan
RPHIP., FGD konsultasi 77ublic kami selalu mengundang Pemda
kabupaten. Begitu juga jika Pemda Mentawai ada rupat-rapat
terkait pembangunan yang bersentuhan dengan  penggunaan
kawasan hutan kita selalu dilibatkan dan kita sclalu mengingatkan
pemda agar selalu mentaati aturan terkait bidang kehutapan™.
{Wawancara pada 9 April 2019}

Keterangan yang sama diberikan oleh Bapak Madriante S.Hut
(Kepala KPHP Pesisir Selatan). Menurut Bapak Madranto S.Hut,

mengenai  Xomunikas1  antara  Pemda  Propinsi  dengan  Pemda

~1
B |
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Kabuparen/Kota sciclah nnplementasi Ul No 23 tahun 2014 sampat saat
ini telah berjalan denpan baik., walaupun diakui intensitasnya telah
menurun, Pihak pemerintah kabupaten hanya menpundang KPH puda
acara-acara terientu saja, sebagaimana disebutkan pada petikan wawancara

berikurt tni:

“Komunikast dengan Pemda kabupaten sampai saav 1 pada
prinsipnya masih berjalan dengan baik. tapi nstensitas sudah agak
menurun. Mereka hanya mengundang KPH jika ada kegiatan-
kegiatan di kabupaten untuk pembangunan vang terkait dengan
penggunaan kawasan hutan yvang membutuhkan masukan dan saran
dari KPH. Namun demikian secara kescluruhan fungsi koordinasi
dengan  kabupaten masih  berjalan  dengan  cukup  hagus”
(Wawaneara pada 6 April 2019),

Berbeda dengan keterangan di atas, walinagart Zaimal Yunis
mengatakan bahwa sebelum adanys desentralisasi kebijakan kehutanan,
pithaknya sccara berkala yaitu dua bulan sckali diundang ke Kabupaten
untuk menyampaikan laporan dan permasalahan-permasalahan nagari,

tetapi untuk saat ini tidak ada lagi pertermnuan-periemuan tersebul:

“Saat masih ada Dinas Kehutanan Kabupaten. setiap dua bulan
kami diundang ke kabupaten untuk menvampaikann laporan dan
permasalahan-permasalahan yang  dihadap:  Nagari. Namun
semenjak dinas kehutanan kabupaten tfidak ada lagi dan kami juga
tidak pernah lagi diundang rapat ( Wawancara pada 17 April 2019)

Kinerja KPH.

Menurut Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Bapak
Yozarwardi UP. S.Hut M.Si terkait dengan kinerja KPIT paska adanya
perubahan kebijukan secara administrast telah berjalan. akan tetapi masih
belum maskimal. Saat ini, KPH mengemban empat tugas utama

sebagaimana dijelaskan pada petikan wawancara berikut int:
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“Secura administrast sudah berjalan tapi belum maksimal. ada 4
tugas KPH wvaitu: 1) Tata hutan dan penyusunan rencana
pengelolaan hutan: 2) Pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan,
sedang berjalan; 3} Rehabilitasi dan reklamasai, sudah jalan; 4)
Pengamanan  dan  perlndungan KSDA. Sudah  jalan. Tapi
implementasi saat ini belum maksimal karena adanya masalah SDM
_ batk dari sist jumlah dan maupun kualitas. Berbeda dengan UPT
'., Kementenan, UPTD KPH  vang dulunva berasal dart  dinas
' kehutanan kabupaten yang personilnya tidek semua menguasa
teknis, ada yang berasal dart Satpol PP. Dinas Perhubungan {1l UPT
KPH saat ini membutuhkan tenaga teknis  vang menguasai
tidak hanya administratur tapi juga operator. Setaku operator harus
bisa mengelola secara swakelola, bisa bermitra dengan orang fwin
atau mcmberi ijin kepada orang lain, Kedua masalah kekurangan
personil, namun masih terbantu dengan adanya bakti rimbawan tapi
tidak merata untuk semua KPH ( Wawancara tanggal 19 April 2019).

Menurut Ir. Koartini Deti Putrt MLSi (Kepala Bagian Ekonomi dan

Pengembangan Wilayah), kelembagaan KI'H merupakan instansi vang

sangat sirategis sebagai garda terdepan dalam pengelolaan kawasan hutan.
Ir Kuartini mengatakan bahwa lembaganya mendukung penull keberadaan
lernbaga KPH. sebagtamana dikatakan berikut ini:
“KPH adalah kelembagaan vang sanpat strategis ke depannya
dalam pengelolaan  kawasan hutan dan kita akan  membenikan

dukungan vang besar terhadap fungsi-fungsi KPH (Wawancara
pada 26 April 2019).

Menurut Zaima! Yunis (Wahnagari), terkeit denpan program-
program kehutanan di Nagari sebapaimana dijalankan oleh pemerintah
masih belum merata. Diakin Zaimal bahwa pihaknya sebagal walinagari
belum pernah mendapatken program yang terkait dengan bidang kehutanan

dari pemerintah, scbagaimana disebutkan pada kutipan berikut ini:

“Sampai saat ini belum pernsh kami mendapat program dari
pemerintah terkait dalam bidang kehutanan, misalnya bantuan bibit.
Dulu pernah ada proposal dari Nagart minta bantuan bibit Pala dan
bibit Durian ke provinsi. sampai saat i1 belum ada realisasinya”
(Wawancara pada 17 April 2019}

Lebih lanjut dijclaskan oleh Zawnal Yunis (Walinagari) dalam

wawancara dengan peneliti bahwa KPH ketika berada di bawah pemerintah
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provinsi seperti saat int jauh labih bagus. Menurutnya, kinerja KPH pada
saat berada di bawah pemenntah  kabupaten kurang bagus dalum

memberikan pelayanan sebaganmana kutipan wawancara benikut ini:

“Dari sisi pemerintahan lebib bagus kewenangan berada di provins.
Wakiu dulu ketika mengurus ijin di kabupaten, prosesnya bolak
balik antara kabupaten dan provinst schingga membutuhkan waktu
yang lama, sumpai akhirnya tetap provinst vang mengeluarkan ijin.
(Wawancara  pada 17 April 2019}

7. Perbedaan Yang Signifikan Antara Tupoksi pada Dinas Kehutanan Provinsi

dengan Tupoksi pada KPPH.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi
Sumatera Barat Bapak Yozarwardi UP S Hut M.81 mengenat perbedaan
tupoksi pada dinas kehotanan provinst dengan tupoks: pada KPLHL baliwa
KPH merupakan kepanjangan tangan dari dinas kchutanan provinsi di
dacrah. Sementara Dinas bertugas dalam hal teknis, supervisi dan moncev,

sebagaimana dijelaskan berikut ini:

“KPH adalah perpanjangan tangan dinas kehutanan provinsi di
daerah. Dinas kehutanan akan membatasi tugas dalam hal teknis.
supervisi, monitoring dan evaluasi. KIPH selaku operator akan lebih
banyak dalam hal operasional di lapangan. Dalam Renstra dinas
kehutanan sudah dibagi pembagian tugas antara KPH dengan
Dishut (Wawancara tanggal 19 April 2019).

Menurut Ir. Kuartini Det Putri MLSI (Kepala Bagian Ekonomi dan
Pengembangan Wilayah}, mengenai perbedaan tupoksi pada  dinas
kehutanan provinsi dengan tupoksi pada KIPH, yailu adanya pegescran
peran dinas yang bersifat administrator menjadi manajer kehutanan.

sebagaimana lertthat pada pettkan wawancara berikut ini:
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“Perbeduan yang signifikan adalah menggeser peranan dinas yang
bersifat administratur kehutanan (Forest ddministratory menjadi
Manager kehutanan (Forest manager). Bisa Kita persamakan antara
dinas kesehatan dengan rumahb sakit. Pada KPH bisa melakukan
bisnis bekerjasama dengan pihak ketiga dalam pengelolaan
kawasan hutan pada wilayahnys. Ke depan dibarapkan KPH bisa
menjadi Badan Layanan U'mum Daerah {BLUIY dan tdak lapi
tergantung pembiayaannya melalui APBD (Wawancara pada 26
April 2019).

Sementara itu Ir. Afmiwirman mengemukakan bahwa denpan
adanya kebijakan desentrahisasi tlersebut, rentang koordinasi antara KPH
dengan pemda lebih pendek dan Iebih dapat melakukan inovasi.

“Secaara umum baik karcna saya telah beberapa tahun merasakan
kehutanan ini berada di dacrah, Pengelolaan oleh daerah juga
berbeda-beda.  Perlakukan  terhadap personi!  kehutanan  jupa
berhcda-beda. Syukur-syukur jitka daerabh memilikn komitmen
seperti sckarang. Pada beberapa daerah mungkin merasa dirugikan
teutama daerah-daerah vang memiliki kawasan yang luas, Peinda
provinst harus komitmen dan selalu mensosialisasikan k¢ pemda
kabupater. Sehingga Pemda Kabupaten tidak memberikan
pemahaman dan perlakuan yang berbeda juga terhadap KPH-KPH.
Salab satu pemahaman yang belumn satu antara kita kehuianan
dengan pemda atau masyarakat adalah tenmtang kawasan dan
butan. Menurut masyarakat dan pemda asal kayu hutan. Padahal ada
pemilahan, ada yang boleh dan ada vang tidak boleh. Saat KPII
inenvatakan boleli maka pemda menganggap kita ada bermain, kok
dibiarkan. Sementara pada saat KPH menyatakan tidak baleh
karena beruda di kawasan hutan, Pemda mengatakan bahwa itg
berada di lahan masyarakat”. (Wawancara pada 2 Meg 2019).

Berbeda dengan tanggapan di atas. Zaimal Yunis (Walinagan).
megnemukakan bahwa perubaban kebijakan kehutanan tidak maksimal
disosalisasikan kepada masyarakat. Sostalasisast tentang UL No 23 Tahun
2014 atau sosilsiasi terkait dengan organisasi baru berupa KPH scbagai
penggantt Dinas Kchutanan Kabupaten tidak disertasi dengan sosialisasi

vang makstmal kepada masyarakar.

“Sampat sekrang belum pernah dilakukan sosialisasi. Dulu pernah
Sdr. Madrianto (Kepala KPHP Pesisir Selatan) datang ke kantor

Kl
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Walinagan tapi tidak ada sosialisasi. hanya menyvampaikan bahwa
saat inl DMnas Kehutanan Kabupaten sudah tidak ada lagi dan
sebagail penggantinya ada organisasi baru vaitu KPH.  Pada saat
masih ada dinas kehutanan kabupalen, maka setiap nagari ada
namanya program PHBM (pengamanan Hutan berbasis Nagart) dan
sctiap bulan ada honornya, Tapt dengan adanva kebijakan baru int
maka kami di Nagari Taratak Tempatih tidak pernah lagi mendapat
honor { Wawancara pada 17 Apnl 2019)

Sesuai  hal terscbut diatas dapat dilihat bahwa KPH telah
mclaksanakan kewenangannya scsual dergan tugas pokok dan tfungsinya,
schagaimana yang telah diatur dalam peraturan dan perundang-undangan
vang berlaku. Dengan memperhattkan peran strategis  yang  harus
dimainkan serta dalam nenjalankan tupokst pengelolaan yang harus
diemban KPH. terlihat bahwa semua aknivitas, program dan kegiatan
pembdangunan Kkehutanan. dan permasalahan-permasalahan  kehutanan
sepertl masalah sosial, konfik, illegal logging, degradas: tahan, deforestasi,
kebakaran hutan dan lain sebagamyva akan bersentuhan dengan KPH,

Berdasarkan uraian dan wawancara di atas. maka jelaslah bahwa
kewenangan pengelolaan hwutan saat im1 sebagian besar berada di
Pemerintah Pusat. D1 tingkat daerah, kewenanpan dalam pelaksanaan
perencanaan dan pemanfaatan kawasan hutan scrta beherapa perizinan
non-kayu diserahkan ke provinst, sedangkan kabupatenkota diberikan
porsi kewenangan terbatas dalam mengelola unplementasi KPH sebagai
penerus  kewenangan daersh Provinsi di tingkat Kabupaten/Kota.
Pengelolaan Tahura diserahkan ke Pemerintah Kabupaten/Kota namun
dalam skala pemanfaatan vang terbatas sesual dengan NSPK vang

ditctapkan Pemerintah Pusat,
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C. Pembahasan

1. linplemantasi Pengelolaan Hutan Pasca diberlakukannya UU No 23 Tahun
2014,

Menurut Teon George C. Rdwar ITl vang menjadi rujukan dalam
penelitian  ini terdapat empat  faktor vang bempengaruh  terhadap
mplementasi kebijakan  ymitu komuntkasi,  sumber-sumber,
kecenderungan/tingkah laku dan struktur birokrasi.

a. Komunikas:

Komunikasi  sangat  menentukan  tingkat  keberhasilan
pencapaian tujuan dari implementas: kebijakan. Terdapat tiga
indikator yang dapat digunukan dalam mengukur keberhasilan
komunikasi vaity {) Transmisi, penvaluran komunikasi yang baik
akan dapat menghasilkan implementasi yang baik. 2) Kejclasan,
komunikast yang ditenima olelt para pelaksana kebijakan harusiah
jelas dan tidak membingungkan. 3) Konsistens:, perintah vang
diberikan dalam pelaksanaan suai komunikasi haruslah kosisten dan
jelas untuk dijalankan. Karena jika perintub vang diberikun sering
berubah-ubah maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana
di lapangan.

Berdasarkan hasil wawancara dan teori diatas diketahui bahwa
Kegiatan komunikasi dalam upava implementas: UU No 23 Tabun
2014 telah melalul proses transmisi yaitu adanyva kemunikasi vang
baik antara provinsi dengan kubupaten. Beberapa Kepala KPH telah
melaksanakan koordinast yang dengan Bupati dan perangkat OPD

lainnya di kabupaten. Sebapai contoh antara Kepala KPHL Agam

v 4]
¥
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Rava don Kepala KPHP Mentawai dengan Bupati masing-masing
sehingga keberadaan KPPH dapat diterima dengan batk, Namun
demikian ada juga proses komuntkasi berjalan kurang harmonis
antara Kepala KPHP Pesisir Selatan dengen Bupati Pesisir Sclatan,
schingga cukup berpengaruh dalam  keberhastlan implementas:
dengan kabupaten.

Indikator kedua yang terkait dengan kejelasan inforinasi yang
diterima oleh masyarakat belum terlaksana dengan baik. Berdasarkan
pengakuan dart Walinagar Taratak Tempatih bahwa mercka belun
pernah mendengar adanya sosialisast UUJ No 23 tahun 2014 baik di
kantor walinagart atau masyarakat umum. Informasi yang diterima
hanyalah sckedar pemberitahuan bahwa kedepan Dmas Kehutanan
Kabapaten sudah tidak ada lagi dan sebagai penggantinva ada
organisasi buru yang namanya KPH (Kesatuan Pengelolaan [lutan).
Dari penjelasan diatas terlihet bahwa masyarakat masih belum
menpetahui dengan pasti dan jelas tentang KPH . hal ini disebabkan
oleh beberapa fuktor diantaranya masih minimnya informast tentang
KPH yang ditcrima olch masyarakat baik yang berhubungan dengan
manajerial KPH maupun masalah teknis pelaksanannya.

Dalain hal komunikasi yang berhubungan dengan konsistensi,
respon Pemerintah Provins: di seluruh Indonesia terkait pembentukan
kclembagaan KPH berbeda-beda. Perbedaan terjadi karena masing-
tasing Pemerintah Provinst mempertimbangkan beberapa hal. antara

lain: kebijakan punpinan daerah, efisiensi dan cfektifitas, kondisi

B4
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kcuangan dacruh. kemampuan dacrah dan lain sebagainva. Oleh
Pemerintah Sumatera Barat kebijakan in: direspon dengan baik
dengan terbit Peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 75 tahun 2017
tentang dengan tetap konsisten dalam implementasikan kebyakan
pengeloluan  hutan, Upava vanp dilakukan adalah  dengan
mengakomodir  Pembangunan KPH  dalam  Rencana  Strategis
{Renstra) Dinas Kehutanan ProvinsD Sumatera Barat Tahwun 2016 —
2021,

Sumber-Sumber.

Variabel ni merupakan hal penting dalam
mengimplementasikan suatu kebijakan. Indikator Sumber-sumber
terdirt dari stat (merupakan sumberdaya vang paling utama dan
menentukan dalam pefaksanaan kegaiatan). informasi (sepala yesuatu
vang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan). wewenang (otoritas
atau legitimasi) dan fasilitas (sarana dan prasarana pendukung) dalam
mendukung pelaksanaan pengelolaan sebuah KPH. Saat ini jumlah
sumber daya manusia vang mengelola KPIH di Sumatera Barat
sebanyak 313 orang, terdirvi dari 40 oranp pejabat struktural dan 273
orang pejabat fungsional. Sebaran pegpawai pada 10 KPH cukup
beragam, KPHL Bukit Barisan memiliki jumlah pegawai terbanvak
vartu 08 orang sementara KPHP Meatawui memiliki jumlah pegawai
terkecil 16 orang. Tidak tersebarnya secara merata stal vang
mengclola KPH menjadi salah satu penyebab implementasi kebijakan

ini belum terselenggara dengan baik pada KPH vang ada di Sumatera
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Barat. Kepala KPHP Mentawai inengatakan bahwa saat memulai
operasional KPH, organisasinya hanva memilikt staf sebanyak 16
orang. Pada saat sebelum implementasi, jumlah staf yang dimiliki
sebanvak 23 orung dan hampir sebagian besar orang Mentawai,
Namun sctelah UU No 23 Tahun 2014 mular ditmplementasikan,
sehagian dari mereka minta pindah menjadi pegawat Pemda
Mentawai karena mercka tidak mau dipindalikan menjadi pegawai
provinsi. Dengan jumlah pepawai yang sanpgat ferbatas sementara
wilayah KPH berada di kepulavan dengan lokasi yang terpencar
sehingga cukup menyulitkan jika ditakukan secara ideal.

Indikatar lain yang berpengaruh dalam tmplementasi kebijakan
pengelolaan hutan ini adalah masalah terbatasnya informasi yang
disampaikan kepada masyarakat, [Tasil penelitian vang dilakukan oleh
[din Sacpudin R Tahun 2010 tentang Implementasi Kebijikan KPH di
Kabupaten Banjar mengatakan bahiwa masyarakat merupakan faktor
kunci dan memiliki fungsi strategis datam unplementast kebijakan
KPIH. Unsur masyarakar yang terdin dari tokoh masyarakat maupun
aparatur desa/nagari saat ini masth belum mengetahui secara jelas
tentang  informasi  dan  keberadaan KPH. schingga dengan
kekurangtahuan masyarakat tentang adanya kebijakan yanpg baru
menyebabkan implementasi kebijakan i belum efektif pada tingkat
tapak, Hal ini nampak terlihat dani informasi vang disampaikan oleit
Kepala KPHL Agam Raya yang mencmut hambatan dan kendala

karena setelah hampir 2 tahun masih banyak aparat di tingkar

KO
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kecamatan dan nagari di Kabupaten Agam yang belum tahu tentang
adanya KPH schagai pengganti Dinas Kehutanan Kabupaten,

Secara struktural organisast KPH merupakan unit pelaksana
cknis dacrah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat yang
memiliki balas kewenangan administrasi dan operasional pengelolaan
hutan, Walaupun Sccara administratif wilayah kelola KPH berada
pada satu atau beberapa kabupaten/kota pamun dalam hal kebtjakan
harus melahil Kepala Dinas Kehutanan Provinsi dan tidak ada
pertangpungjawaban kepada Bupati'Walikota. Dalam implementasi
kebijakan i kewenangan KPH terlihat ketika Kepala KPHL Agam
Rava berusaha melurang adanya penggunaan Kkawasan untuk
pembangunan jalan di kawasan hutan.

Pembangunan dan operasionalisasi KPH sejak tahun 2009 terus
didorong dan difasilitasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan. Fasilitasi anpgaran yang diberikan kepada Provinsi
Sumatera Barat belum bisa diberikan secara maksimal. Dukungan
anpgaran Pemcrintah Sumatera Barat dalam APBD Tahun 2020
melalui Dmas Kehutanan untuk pembangunan 10 KPH hanya scbesar
Rp. 3.4 Milvar (Dinas Kehutanan Provinsi Sumbar, 2020) dan
mengalami penurunan sebesar 14% dari tahun sebelumnya.

Nanwun demtkian keterbatasan anggaran terschut  terus
diperbatki oleh Kementertan Lingkungan Hidup dan Kcehutanan
dengan memberikan fasilitas: pembiayaan melahu Balai Pengelolaan

Daerah Aliran Sungar dan Hutan Lindung {BPDAS HL) untuk UPTD
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KPLIL dan Balai Penpgeloaan Hutan Produksi (BPHP) unntuk UPTD
KPHP.  Pada tabun 2017, melalui anggaran BPHP Wilayvah 1I[
Pekanbaru, KPHP Dharmasraya telaly dialokasikan anggaran sebesar
Kp 421 jute dan KPHP Pesisir Selatan sebesar Rp. [.001 juru.
Sedangkan untuk BPDAS HL Agam Kuantan telah menpalokasikan
angggaran untuk KPHL Bukit Barisan scbesarRp. 615 jurto-
Sedangkan BPDAS HL Indragiri Rokan juga mengalokasikan
angearan untuk KPHT. Solok sebesar Rp. 1,706 jusa KPHL Sijunjung
schesar Kp. 826 juiq- KPHL Bukat Barisan sebesar Rp. /80 juta dan
KPHL Limapuluh Kota scbesar Rp. 468 jura.
c. Kecenderungan-Kecenderungan.

Kecenderungan dan para pelaksana merupakan faktor vang
mempunyal konsekuensi-konsekuensi penting bagi implementasi
kebijakan yang efektif. lika para pelaksana bersikap baik terhadap
suatu kebijakan maka kebijakan tersebut akan mendapat dukunpan.
Ada sejumlah faktor penyebab seperti sikap para pejabutl. perebutan
masalah aset. serta belum adanya Peraturan Pemerintah sebagai
payung hukum dan  mcerupakan faktor  pendukung  dalam
mempercepat proses implementasi kebijakan.

Indikator yang berhubungan dengan dampak kecenderungan
terlihat dant sikap para pejabat di kabupaten vang tidak mau
menverahkan aset berupa gedung kantor untuk operasional KI'[1 serta
modil dinas kepada Pemda Provinst Sumatera Barat. Saat ini hampir

sebagian besar KPH belum memiliki kantor, mercka rata-rata
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menumpang atau menyewa kantor,

Para  pelaksans  memcgang peranan  penting  dalam
implementasi  kebijakan publik.  Usaha  untuk  mecmperbaiki
kecenderungan dalam pengangkatan birokras: adalah dengan melahu
seleksi untuk menetapkan seseorang menjadi pejabat tertentu di
Pemerintahan. Pengangkatan seorang Kepala KPT1 di Sumatera Barat
telah melalul tahap scleksi yang ketat yang dilakukan lembaga
independen sampai akhurnya keputusan akhir ditentukan oleh atasan
langsung dalam hal Kepala Dinas Kchutanan Provinss berdasarkan
pentilaian kinerja.

d.  Strukrur Birokrasi

Mcnurut George € Edwar I salah satu aspek  yang
mempengaruhi tingkat keberhasilan dalam implementast kebijakan
adalah prosedur-prosedur kerja (Standar Operasional Prosedur/SQP),
Sclama tni SOP yang buru dibangun adalah Perjanjian Kinerja sntara
Kepala Dinas Kehutanan Provinsi dengan Kepala KPH dan
Perjanjian Kinerja antara Kepala KPH dengan Kepala Scksi di
wilayah kelola KPH. Standar Operasional Prosedur yang baru
dibangun masili dalam rangka menunjang kinerja pimpinan.
Semestinya KPH sudah mulai diberikan pelatihan penyusunan SOP
yang bertujuan untuk membantu KPH dalam penguatan manajemen
KPH dalam pengelolaan, pemantauan dan pengawasan.

Dimensi kedua dart stuktur birokrasi yang berpengaruh dalam

pelaksanaan kebijakan adalah fragmentasi organisasi (Winarno.

89
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2016). Desain dan Rancang Bangun KPH adalah membagt wilayah
pengelolaan kedalam 10 unit KPH serta moemberikan tugas dan
tangungjawab beserta target capaian. Dinas Kehutanan Provinsi
Sumatera Barat memiliki rmgas  dan  tanggungjawab  dalam
menentukan Norma. Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK)
sementara KPH lebih banya dalam operasional lapangan.

Berdasarkan frgamentasi organsasi. terlihat bahwa beban
tugas dan tanggungjawab masih dominan dilakukan olely Dinas
Kehutanan Provinsi Sumatera Barat. Scharusnya semua pekerjaan
fisik terhadap pengclolaan kawasan sudah dibagi habis  kepada 10
Unit KPH sementara Dinas Kehutanan Provinsi lebih banyek dalam
bimbingan teknis, supervisi. monitoring dan evaluasi.

2. Peranan KPH dalam Pengelolaan Hutan Pasca diberlakukannya UU

Nomor 23 Tohun 2014,

Awal Januari 201¥ menjadi momen pemberiakuan KPH secara
resmi dalam struktur administrasi pengelolaan hutan di daerah yang
melengkapi struktur organisasi OPD pada Dinas Kehutanan Provinsi
Sumatera Barat. Hal ini juga merupakan implikasi dari UU Nomor 23
rahun 2014 tenmng Pemerinfahan Dacrah vang menank kewenangan
pengurusan kehutanan tingkat kabupaten/kota ke provinsi. Wilayah
administrasi  hutan  (selain  dari  hutan  Konscrvasi} pada  seluruh
kabupatervkota di Sumbar terbagi habis menjadi 10 KPH dengun nama
KPHL Pasaman Raya. KPHL Lima Puluh Kola, KPHL Agam Raya.

KPHL Bukit Barisan, KPHL Sijunjung, KPHL Seolok, KPHI. Hulu
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Batanghari. KPHP Dharmasraya, KPHP Pesisir Sclatan dan KPHP
Mentawai,

Peran KPH akan menggeser titik tumpu peran birokrat kehutanan dan
Jorest administraror menjadi forest: manager dan mampu meningkatkan
transparansi dan akuntabilitas tata kelola hutan (Kartodihardio & Suwarno,
2014). Sclain itu, keberadaan KPH juga seharusnya menjadi instrumen
kebijakan “transisi” menuju desentrahsasi dan devolusi (perpindahan)
pengelolaan hutan i Indonesia.

Kesatuan Pengelolaan Hulan menginisiasi tata kelola kehutanan
yung baru. Tata kelola yang inklusif menjadi prasyarat bag sebuah tuta
kelola baru. Sebagai sebuah sistem, tata kelola baru yang dimisiasi perlu
mempertimbangkan pengambilan Keputusan yang partisipatif, mobilisasi
sumbet daya secara efisien, komunikasi vanp cfektif. dan manajenien
konflik yang berkeadilan. Pengambilan keputusan yang partisipatif
berkaitan dengan proses-proses akuisist. alokasi dan distribusi manfaat
sumber daya hutan. Perlu pengudtan  proses-proses  pengambilan
keputusan vang melibatkan para pihak terutama mengakomodir bukfi-
bukti pemikiran masyarakat

Secara admimstratif KPH sudah menjalankan fungsinva dengan
baik vaitu dalam penataan hutan dan penyusunan rencana pengelolaan
hutan, pemanfaatan dan pengunaan kawasan hutan. rahabilitasi.
rcklamasi. pengamanan dan perlindungan konservasi sumber daya alam.
Selama ini implementasi sudah dijalankan dengan baik oleh pengelola

KPHL dun KPHP namun belum  maksimal. KPH sebagar organisasi baru
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dengan tupoksi yang beragan dan ketersediaan SDM  vang terbatas baik
jumiah maupun kualitas, schingga perlu sent tersendini bagi kepala KPII
hagaimana menjalin hubungan yang baik dengan Bupati dan OPD di
kabupaten, Bapi KPH yang bisa mendekatkan dirt melalui koordinasi
vang baik denpan Pemda kabupaten maka organisasinya akan bisa
diterima sccara baik. Namun demikian jtka komunikasimya tidak berjalan
bagus tentu akan banyak hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam
menjalan tugas pokok dan fungsinya,

Namun demikian karena KPH metupakan organisasi vang berada di
bawah Dishut Provinst Sumaters Barat. tentunya tidak tervlepas dan
urusan-urusan birokrasi. Sejumlah tantangan mengetnuka. diantaranya
tumpang tindih peran, independensi. fungsionalisasi dan profesionalisme,
Hal ini menyvangkut pada ketegasan batas kewenangan administrasi dan
operasional (penpelolaan hutan) serta peningkatan kapasitas aparatur
kehutanan, Berbagai Peraturan Mentenn LHK dapat menjadi pedoman,
meskl implementasi peraturan tersebut mungkin akan berbeda denpan
kenyataan lapangan.

Kesatuan Pengelolaan Hutan memiliki tugas untuk mengoptimalkan
pengelolaan hutan bagi kesejahteraan masyarakat. Tugasnya mceliput
bidang perencanaan. perlindungan, pemanfaatan, dan rchabilitasi vang
perfu mempertimbangkan peran swasta dan masyarakat. Ada dua peran
penting yang dilaksanakan oleh KPI, yairu sebagai unit manajeimen mitra
dan unit manajemen produktif. Disamping itu pengurusan izin juga

dilakukan oleh calon pemepang izin untuk menyelesaikan urusan internal
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dan anlar Pemerintah dan Pemda. Apalagi informasi spasial (batas
kawasan hutan dan keberadaan pthak ketiga) pada umumnya tdak
tersedia secara akurat di daerah sehingpe rekomendasi izin hanva bersi(at
administratif alau  di atas kertas. Kuatnya pengaruh elit  yang
terkonselidasi menyebabkan kebijakan dan prakik perizinan tidak
bermakna dan fidak berfungsi scbapai instrumen pengendalian
pemanfaatan sumber duva hutan (KPK. 20123y Berdasarkan semua
kenyataan i atas peran KPII sesuai PP No. 6 tahun 2007 ja PP 3 tahun
2008 sangat penting untuk dioperasionalkan. Pengaruhnva bukan hanya
secara fistk mengist kekosongan pengelolaan hutan di tingkat tapak.
Namun sceara filosofis dan strategs juga mengubah banyak hal dalam
pembangunan kehutunan secara keseluruhan.

Pembangunan KPH tidak terlepas dari masalah bentuk struktur
organisasi yang sclanjutnya akan mempengaruhi pelaksanaan KPH.
Surveno (2010) menjelaskan bahwa organisasi adalah suatu sistem yang
terdirt dari pola aktivitas kerjasama yanp dilakukan secara teratur dan
berulang-ulang oleh sekelompok orang untuk mencapai suatu tujuan
tertentu, Lebih lanjut Suryono (2010) menjelaskan baliwa perilaku suatu
organisasi dipengaruhi olch 4 unsur antara lain struktur, orang atau SDIM,
teknologi dan lingkungan (kebijakan dan aturan), Kebijakan organisasi
KPH yaire Peraturan Menteri Dalam Negeri No 61 tabun 2010 tentung
Pedoman Organisasi dan Tata Kerju KPHP dan KPHL menjadi tantanpan

tersendirt bagi daerah dalam menjalankan tugas pokek dan fungsinva,
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e Apabila di wilayah kelolunya tidak ada i7wn/hak maka KPH dapat
melakukan pemanfatan, melalui mekanisme penugasan oleh
Menteri Kehutanan untuk pemanfaatan wilayah tertentu

5) Penyelenggaraan fungsi penggunaan kawasan hutan melalui
pembinaan, pemantauan dan evaluasi terhadap penyelengpara izin
penggunaan kawasan hutan sckaligus melaporkan hasiinya untuk
bahan tindak lanjur bagi pengambil kebijakan,

6) Menyelenggaraan fungsi rehabilitasi hutan dan rcklamasi. dengan
kondisi sebagai berikut:

s Apabila di wilayah kclolanya sudah ada hak atau izin pemantaatan
hutan maka KPH melzkukan penibinaan, pemantauan dan evaluasi
rehabilitasi hutan pada wilayzh vang ada izin‘haknya, sekaligus
melaporkan hasilnya untuk buhan tindak lanput bagi pengambil
kebijakan.

= Apabila di wilayah kelolanya sudah ada izin penggunaan kawasan
hutan. maka KPH mclakukan pembinaan, pemantavan dan
evaluasi reklamasi pada wilayah vang ada izin penggunaan
kawasan hutannya, sckaligus mclaporkan hasiinva untuk bahan
tindak lanjut bagi pengambil kebijakan.

« Apabila di wilayah kelolanva tidak ada 1zin‘hak maka KPIT
mclakukan kegatan rehabilitasi hutan di wilayah tersebut (yang
saat 1l sedang dicarikan solusi karcna U 23 tahun 2014
pengaturannya disclenggarakan oleh Pusat).

7} Menyelenggarakan fungsi perlindungan hutan dengan kondisi sebagai
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berikut:
¢ Apabila di wilayah kelolanya sudah ada izinhuk maka KPH
melakukan pemantavan dan penilaian, sekaligus melaporkan
hastinya untuk bahan tindak lanjunt bagi pengambil kebijakan,
» Apabila di wilavall kelolanya tidak oda izin/hak maska KPH
menyelenggarakan perlindungan di wilayah (ersebut.

8) Menjalankan fasilitasi pemberdayaan masyarakat untuk memastikan
penyelenggaraan pewmantaatan hutan, pengpunaan kawasan hutan,
rchabilitast dan reklamas] hutan serta perlindungan hutan tepat sesuai
dengan kondisi lokal serta kKondisi imasyarakat setempat.

9) Menyvajikan  informasi potenst peluang mvestasi pengembangan
kchutanan di wilayah kelolanya.

Peranan KPIT sangat penting untuk mengimplementasikan
kcbijakan pengelolaan hutan pada tingkat tapak. Dengan memperhatikan
peran strategis yang harus dimainkan serta dalam menjalankan tupoksi
pengelolaan yang harus diemban KPPH, terlihat bahwa scmua aktivitas,
program dan kegiatan pembangunan kehiutanan, dan permasalahan-
permasalzhan kehutanan sepertt masalah sosial, konfik. illegal logging,
degradasi lahan, detorestasi, kebakaran hutan dan lain sebagainya akan
bersentuhan dengan KPH.

Rekapitulasi Hasil Temuan.

Tad

Berdasarkan hasil analisa atas tanggapan sumber data (informan)
terhadap  implementasi  kebijakan  pengelolaan  hutan  pasca

diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 ‘Tahun 2014 Ji Provimst

K)f]
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Sumatera Barar, maka rekapitulasi hasil temuan dapat dilihat dalam tabel

berikut ini :

Tabel 4.8
Rekapitulast Hasil Temuun Penelitian

" Fokus Penel irian

lmplementas:
Kebijakan
Pengelolaan
Hutan Pasca \
Diberlakukannya
UU No 23 tshun
2014

Dimensi

KOH‘lUIIl]{d\l

¥

;

' 'lhdS_leher-
' Sumber

Staf

l |

Transmisi

Kejelasan

' Informasi

Wu»cn.mL

—_— ——————

Indikator T Temuan Penelitian

| Komunikasi antara Kepala KPH
dengan Bupati sudah berjalan
bagus. namun masth perlu

ditmgkatkan

- - 1
Masyarakat belum mengetahui \
\ dengan pasti dan jetas tentang

mengimplementastkan ULT inj l
| dengan telah menetapkan L0 unit ‘

| 1 KP1L 4
1 Konsistensi Pemda Provinsi Sumbar cukuyp
’ Konsisten dalam dalam

KPH dalam pelaksanan
pembangunan kehutanan seita
I imemberikan pelavanan kepada
___ . masyarakal di kabupatenkota,
[Tersedianya SOM untuk "
mengelola KPH tapi tidak ersebar
sevara merata pada masing- '
! masing KPH.

|
Informasi tentang KPH belum ’\
| diterima secara utith olch [
masyarakat yang berada di
_ deswnagari. _
KPH mecmiliki batas ]-;CV«-:I'IJHL,JH_-]
admintstrasi dan operasional
| pengetolaan hutan dan
bertanggungjawah kepada Kepala
Dinas Kehutanan. |

Fasilitas

| | |

| Masih terbatasnva dukungan !
! anggaran dalarn APBD Provins J
H

' Sumbar untuk pembangunan KP

| l

‘ Ku.r.ndemu[:-
|

D

Dampak
an kecenderungan | benturan kepentingan
Pengangkatan

l \ Birakrasi
e nsentif T
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Kementerian LHK terus
~melakukan  perbaikan dengan )
i memberikan tasilitast pembiayaan
\mclalui Balar Pengelolaan TJAS

| dan Balai Pemantapan Kawasan
' Hutan,

Stkap pt.._]ahdt perebutan aset daﬂ
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melelui fit and propertes.
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e e — e —— — — — e —— e

Struktur Standar SOP yang aﬁﬂ_hunya dafam
Birokrasi Opcrasional | rangka menunjang Kinerja
' Prosedur pimpinal.
| \ worn
| Fragmentasi Bebun tugas dan anggungjawal

masth dominan dilakokan olch
Dinas Kchutanan

L L
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BABYV

KESIMPULAN DAN SARAN

A, Kesimpulan
. Implementasi  kebijakan penpelolan hutan pasca  diberlakukannya
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20014 di Sumatera Barat sudah
dilaksanakan oleh Pemerintaly Provinsi Sumalcra Burat namun terdapat
sejumlah faktor belum menunjukan hasil yang maksimal. Faktor vang
mempengaruht keberhasilan implementast yaitu terbanpunnya
komuntkasi vang hapus antara pemda provinsi dengan pemda kabupaten,
adanya kejelasan mugas pokok dan fungsi dan konsistensi Pemda Sumatera
Barat dalam membangun KPH melalui Peraturan Gubernur No. 73 Tahun
2017, Faktor keberhasilan lain yaitu adanys sumberdaya berupa staf
pengelola KPH. sarana dan prasarana dan [asilitasi anggaran walaupun
dalam jumlah terbatas. Informasi tentang keberadaan KPH belum
diterima secara utuh oleh masyarakat desanagart sehingpa KPH dalam
menjalankan tugas pokok dan fungsinya masih menghadapi hambatan dan
kendala jika berhadapan denpan masyarakat. Dalam penguatan
manajemen KPH belum ada S0P vang jelas dan beban tugas dan

tanggungjawab masth dominan dilakukan oleh dinas kehutanan provinsi.

o

. Peran KPH dalam implementasi kebijakan pengelolaan hutan pasca
diberlakukannya UL No. 23 Tahun 2014 di Sumatera Baral sangat penting
dan stratcgis karcna mengubah banysk hal dalam  pembangunan
kchutanan = sceara kescluruhan,  Bidang  Tugas  KPH  meliputi

perencanaan,  perlindungan,  Konservasi  Sumber  Dava  Alam,

99
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pemberdayaan masyarakat, rchabilitasi hutan, perencanaan dan
pemantapan Kawasan hutan, pencepahian kebakaran hutan dan lamn
sebagainya. Namun demikian, karena KPH merupakan orpanisasi vang
berada di bawah Dinas Kehutanan Provinst Sumatera Baral. tentu lidak
terlepas dari urusan-urusan birokrasi. Scjumlah tantangan mengemuka,
diantaranva tumpang tindih peran, independensi, fungsionalisasi, dan
profesionalisme. Hal ini menyangkut pada ketegasan batas kewenangan
aciministrasi dan operasional (pengelolaan hutan) serta peningkatan

kapasitas aparatur kehutanan.

B. Saran

L.

| B

Peran Pemerinteh  Sumatera Barat dalam  Implementast  kebijakan
pengelolan hutan pasca diberlukukannya Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 perlu diopuimalkan lagl melalui sosiabisasi secara intensil
sehingga informasi tentang kebijakan pengelolaan hutan yang baru tidak
hanya sampai pada tingkat provinsi, kabupaten dan kota. namun perlu
disampatkan kepada masyarakat dan aparat pemerintahan di desa‘nagan
dan kecamatan, Masih terbatasnya sumber-sumber vang vang dihadapi
KPH seperti informasi, fasilitast dan lain-lain perlu mendapat perhatian
dari Pemerintah Sumatera Barat sehingga peran KPH dalam menjalankan

tupoksinya bisa lebih maksunal.

. Peran KPH dalam mmplementasi kebyakan pengelolaan hutan pasca

diberlakukannya UU No, 23 Tahun 2014 di Sumatera Barat memberikan
wewenang  yang besar dalam  rangka melaksanakan kebijakan

desentralisasi dalam pengelolaan hutan. Wilayah administrasi hutan sudah
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-

2.

dibagi habis kepada 10 KPH sehingga Dinas Kehutanan Provinsi tidak
lagi memiliki kawasan hutan. Kedepan Dinas Kehutanan lebih banyak
dalam membuat dan menelapkan norma, standar, prosedur dan kriteria
(NSPK) serta melakukan supervisi, pembinaan, koordinasi, momtoring,
cvaluas) dan bimbingan teknis. Oleh sebab itu kami menyarankan agar
kegiatan-kegiatan yang bersifat operasional agar diserahkan ke UPTD
KPH.

Peraturan Menteri Dalam Negert Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pedoman
dan Tata Kerja KPHP dan KPHL dijelaskan bahwa jabatan kepala KPH
setingkat Eselon 111 B. Mengingat beban tugas serta kewenangan yang
dimiliki dalam melaksanakan Tupoksi maka jabatan Kepala KPII
disarankan disamakan dengan jabatan Kepala Sub Dinas di Dinas

Kehutanan Provinst vaitu Eselon 1T AL
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Bagaimana menurut Bapak tentang kcbijakan
desentralisasi Kehutanan dari kabupaten ke Propinsi
pasca diberlakukan Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 di Propinsi Sumatera Barat?

(o]

Apakah menurut Bapak kebijakan ini sudah berjalan
sebagaimana mestinya

Denpan discrahkannya kewenangan pengelolan

bittar ke Propinsi, bagaimana respon Bapak terhadap
kebijakan in

Menurut  Bapak  perubabian  apa  vang paling
berpengarulr  dalam  implementasi  kebijakan
pengelolaan hutan di Propinsi Sumatera Barat pasca
diberlakukan Undang-Undang Nomor 22 Tahun
20147

Apa permasalahan vang dihadapi oleh Dinas
Kehutanan  Propinst  Sumatera  Barat  sauat

. mengimplementasikan kebijakan 1ni ?

6

Apa polemik yang terjadi setelah  diberlakukan

Undang Nownor 23 Tahun 201472

~J

Apakah sudah ada pembahasan dan koordinasi antara
Pemerintsh Daerah Provinsi Sumatera Barat dengan
Pemerintah  Kabupaten/Kota  setelah  diterbitkan
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang urusan bidany
kebutanan?

Bagaimana komunikasi antara Pemda Propinsi

dengan Pemda Kabupaten/Kota sctelah UU No 23 ini
ditmplementasikan ?

"Menurut Bapak apakah KPH sudah menjalankan
tugasnya dengan baik?

Menurut Bapak apa perbedaan yang si g_niﬁk'an antara |

Tupoksi pada Dinas Kchutanan Propinsi dengan

Kepala
Kchutanan

Propinsi Sumatera

Barat

Dinas
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e e

4 Tupoksi pada KPFH

1. Bagaimana menurul  Bapak  tentang m.l-.iébijakan 1. Kepala KPHP ;
_ desentralisasi Kehutanan dari kabupaten ke Propinsi = Mentawai
! pasca  diberlakukan  Undang-Undang  Nomor 23 - Kepala KPHP

. o . Agam Raya
: 2 5 ) - ‘
| Tahun 2014 di Propinsi Sumatera Barat’ 3. Kepala KPHP

2. | Apakah menurut Rapak kebijakan ini sudah Bérjﬂlzln Pesisir Selatan |
sebagaimana mestinya ?

[

12

Dengé-iulrdisér-ﬁ_hkannya kewenangan penge”]-o-ian hutan |
ke Propinsi. bagaimana respon  Bapak  terhadap
kebijakan 1ni

4. " Menurut Bapak-'";")é:ﬁba'h'éﬁ 'apa vang paling
berpengaruh dalam  implementasi  kebijakan
pengelolaan hutan di Propins: Sumatera Barat sctelah
diberlakukan  Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 7

5. | Apa permasalahan yang dihadapi oich cha[_::i' KPI1
di Kabupaten saat mengimplementasikan kebijakan
ini 7

6. | Apa polemik yang terjadi setelah diberlakukan
Undang Nomor 23 Tahun 20147

7. i Bagaimana komunikesi antara Pemda Propinsi
dengan Pemda Kabupaten/Kota setelah UU No 23 ini
diimplementasikan ?

8 | Menurut Bapak apa hambatan dan kendala vang
dihadapi oleh KPH dalam melaksanakan tugas pokok
dan fungsinva di kabupaten ?

9. h1cnurut_Bé;3_ai( apa perbedaan yang signifikan antara
Tupoksi pada Dinas Kehutanan Propinsi dengan
Tupoksi pada KPH l

Bagaimana menurut Bapak/lbu tentang kebijakan B:ﬁppcda Propinsi
desentralisasi Kehutanan dari kabupaten ke Propinsi | Sumatera Barat
pasea diberlakukan Undang-Undang Nomer 23 !
Tahun 20014 di Propinsi Sunatera Barat? |

N

Bagaimana Bappeda Propinsi Sumatera Barat melihat
kebijakan ini, apakah sudah berjalan sebagaimana
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| mestinya ?
|

Tad

Dengan beralihnya kewenangan pengelolaan hutan

ke Propinsi, bagaimana perencanaan kedepan oleh
. Bappeda terutama pada kawasan hutan yang berada
di kabupaten {diluar kawasan konscrvasi) ?

Menurut Bapak perubahan apa vyang paling
berpengaruh  dalam  implementast  kebijakan
pengelolaan hutan di Propinsi Sumatera Barat pasca
diberlakukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun
20147

Dart sisi perencanaan oleh Bappeda, permasalahan
dan kendala vang dihadapi saat
mengimplementasikan kebijakan ini ?

6.

Bagaimana komunikasi antara Pemda Propins
dengan Pemda Kabupaten/Kota setelah UU No 23 ini
diimplementasikan ?

~-1

Menurut Bapak bagaimana peranan KPH dalam
pengelolaan hutan pasca Implementast UU No 23
Tahun 2014 7

Tupokst pada Dinas Kehutanan Propinsi dengan
Tupoksi pada KPH

Menurut Bapak apa perbe_dﬁa_ﬁ yang signifikan antara

Bugaimana menurut Bapak tentang  kebijakan
desentrahsast Kehutanan darg kabupaten ke Propins:
pasca diberlakukan Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 di Propinst Sumatera Barat?

o

Apakah sudah pemah dilakukan sosialisasi oleh
tentang UU No 23 Tahun 2014 terkait penverahan
kewenangan bidang Kehutanan dari Kabupaten ke
Propinsi

Walinagart  dan
Inasyarakat

sckitar kawasan :

hutan

Mcnurut Bapak mana yang lelnh bapus kebyakan
bidanp kehutanan herada di kabupaten atau provinst

_'_.I_jengan di.sére-lhié_ﬁ_r;ya kewenangan pengelolan

hutan ke Propinsi, bagaimana respon Bapuk terhadap
kebijakan ini ?
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" Menurut Bapak perubahan apa vang paling
' berpengaruh  dalam pengelolaan hutan di Nagari
~Bapak dengan diberlakukan Undang-Undang
| Nomor 23 Tahun 2014 2

Apa”ﬁcrmasalahan vang dihadapl olch Bapak selaku
Walinagari pada saat kebijakan pengelolaan hutan
. sudah diserahkan ke propinsi 7

Apa perbedaan yang tampak oleh Bapak selaku
walinagan sebelum UU No 23 Tahun 2014 dan
sesudah UT No 23 Tahun 2014 diberlakukan ?

Apakah Bapak swdah mengetahui bahwa ada KPH
sebagai pengganti Dinas Kehutanan Kabupaten yang
saat 1n1 sudah tidak ada lagi

9,

o

Bagaimana Koordinasi dan  komunikasi  antara
walinagari dengan KPH yang ada di tempat Bapak

Dengan keberadaan KPH di kabupaten apakah bisa
- memberikan manfaat bagi masyarakat
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